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ABSTRAK

Pernikahan dini masih menjadi permasalahan sosial yang kompleks di Indonesia,
termasuk di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui peran penyuluh agama dalam meminimalisir terjadinya
pernikahan dini di KUA Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya,
mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi penyuluh agama, serta
menggambarkan dampak pernikahan dini ditinjau dari aspek psikologis, sosial,
dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode
deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur kepada
empat informan yang terdiri dari Kepala KUA dan penyuluh agama di KUA
Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa penyuluh agama menjalankan peran yang cukup aktif dan strategis melalui
tiga peran utama yaitu penyuluhan keagamaan, bimbingan perkawinan, dan
pendampingan kepada calon pengantin serta orang tua, yang didukung oleh empat
program utama meliputi sosialisasi hukum perkawinan, bimbingan calon
pengantin, konseling keluarga, dan edukasi keagamaan terintegrasi. Namun
demikian, pelaksanaan program tersebut menghadapi berbagai hambatan yang
saling berkaitan, yaitu kondisi geografis yang sulit, keterbatasan sumber daya
manusia, permasalahan administrasi kependudukan, faktor sosial budaya
masyarakat yang masih berpola pikir tradisional, serta minimnya sarana dan
prasarana pendukung. Adapun pernikahan dini ditemukan memiliki dampak yang
beragam, di mana dampak negatif lebih dominan mencakup ketidakmatangan
emosi, keterbatasan interaksi sosial, stigma masyarakat, serta ketidakstabilan
ekonomi akibat rendahnya pendidikan dan keterampilan pasangan. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa upaya pencegahan pernikahan dini memerlukan sinergi
antara peran penyuluh agama, dukungan infrastruktur, penguatan sistem
administrasi, serta perubahan pola pikir masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Penyuluh Agama, Pernikahan Dini, KUA Kecamatan Beutong,
Dampak Psikologis Sosial Ekonomi
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial dan keagamaan yang
memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia. Dalam perspektif sosial
dan agama, pernikahan ideal dipahami sebagai ikatan lahir dan batin antara
lakilaki dan perempuan yang telah memiliki kesiapan secara fisik, psikologis,
spiritual, dan ekonomi untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan
rahmah. Kesiapan tersebut tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya syarat dan
rukun pernikahan, tetapi juga oleh kematangan usia, kemampuan mengelola
emosi, tanggung jawab, serta kesadaran akan peran dan kewajiban dalam
kehidupan rumah tanggal. Oleh karena itu, usia pernikahan menjadi salah satu
indikator penting dalam mewujudkan pernikahan yang ideal dan berkelanjutan.

Secara normatif, negara telah menetapkan batas usia minimal pernikahan
sebagai upaya melindungi hak anak dan menjamin kesiapan calon pengantin.
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menetapkan bahwa
usia minimal menikah bagi lakilaki dan perempuan adalah 19 tahun?.

Ketentuan ini bertujuan agar pernikahan dilangsungkan pada fase
kehidupan vyang relatif matang, sehingga pasangan suami istri mampu

menjalankan fungsi keluarga secara optimal. Namun, dalam praktiknya, ketentuan

! Gusmawat, dkk, Dampak Pernikahan Dini Yang Berhubungan Dengan Kesehatan Reproduksi
Pada Remaja Putri, Antigen : Jurnal Kesehatan Masyarakat Dan Ilmu Gizi 3, no. 3 (June 16,
2025): 16-36.

2 “Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,” n.d.



usia tersebut belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pernikahan di usia
anak, yang dikenal sebagai pernikahan dini.

Fenomena pernikahan dini di Indonesia masih tergolong tinggi dan
menjadi isu sosial yang serius. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023
menunjukkan bahwa sekitar 6,92% perempuan usia 20—24 tahun pernah menikah
sebelum usia 18 tahun. Selain itu, secara nasional tercatat sekitar 163.371 kasus
pernikahan dini atau sekitar 9,23% dari total pernikahan. Meskipun angka ini
menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, fakta
tersebut menegaskan bahwa pernikahan dini masih menjadi persoalan nyata yang
memerlukan perhatian berkelanjutan®.

Jika dilihat dari distribusi wilayah, terdapat kesenjangan yang cukup
signifikan antara daerah pedesaan dan perkotaan. Angka pernikahan dini di
wilayah pedesaan mencapai sekitar 11,19%, sedangkan di wilayah perkotaan
hanya sekitar 4,21%. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan sosial,
budaya, dan akses pendidikan sangat memengaruhi tingginya angka pernikahan
dini®.

Provinsi Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam justru
mencatat angka pernikahan dini yang cukup tinggi. Selain itu, laporan lain
menyatakan bahwa secara nasional terdapat sekitar 163.371 kasus pernikahan dini

atau sekitar 9,23% dari total pernikahan, yang menegaskan bahwa praktik

3 BPSS, Pernikahan Dini Masih Marak Di Indonesia, Ancam Masa Depan Anak, CNN Indonesia,
(2025)

4 Kemen PPPA, Provinsi Dengan Angka Pernikahan Dini Tertinggi Di Indonesia, Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023.



pernikahan di bawah usia 18 tahun masih cukup tinggi di Indonesia®. Data
tersebut menggambarkan fenomena pernikahan dini yang masih marak di Aceh
meskipun telah diberlakukan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perkawinan yang menetapkan batas usia minimal menikah pada 19 tahun. Kondisi
ini menunjukkan tantangan serius dalam upaya pencegahan pernikahan anak di
tingkat daerah, baik dari sisi sosial budaya maupun efektivitas penyuluhan dan
pemahaman masyarakat.

Pernikahan dini membawa dampak yang kompleks. Dari aspek kesehatan,
perempuan yang menikah dan hamil di usia dini berisiko tinggi mengalami
komplikasi kehamilan, persalinan prematur, serta meningkatnya angka kematian
ibu dan bayi akibat ketidaksiapan organ reproduksi®. Dari aspek psikologis,
pasangan yang menikah di usia muda umumnya belum memiliki kematangan
emosi dan kemampuan menyelesaikan konflik, sehingga rentan mengalami
pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perceraian’. Sementara itu,
dari aspek sosial dan ekonomi, pernikahan dini sering kali menyebabkan putus
sekolah, keterbatasan akses pekerjaan, serta rendahnya tingkat kesejahteraan
keluarga, yang pada akhirnya dapat menciptakan siklus kemiskinan antar

generasi®.

°> BPSS, Pernikahan Anak Di Aceh Meningkat Dua Kali Lipat, News.Com, (2023).

& Gusmawati, dkk, Dampak Pernikahan Dini...,hal:30

" Tika dkk, Dampak Psikologis Pernikahan Dini Terhadap Keluarga Harmonis, Jilid 2, no. 3 (May
16, 2024): hal, 213-23.

8 Junita Friska dkk, Analisis Sosial Ekonomi Dampak Pernikahan Dini Dikalangan Remaja,
Aliansi: Vol 2, no. 1 (November 30, 2024): hal. 40-64.



Nur Hidayah menyatakan dalam perspektif Islam, pernikahan dini yang
dilakukan tanpa kesiapan yang matang sebenarnya bertentangan dengan prinsip-
prinsip dasar ajaran agama. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nur ayat 32:

sk 158 150 &5 )" &6 lal 5 salie e (il 2 T 548005
Mo oy G50 0 4

Arti: “Dan nikahkanlah orangorang yang sendirian di antara kamu, dan

orangorang yang layak (menikah) dari hambahamba sahayamu yang

lakilaki dan hambahamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin,

Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karuniaNya.

Dan Allah Mahaluas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. An-

Nur: 32)

Al-Qur’an dalam Q.S. An-Nur ayat 32 memerintahkan agar menikahkan
orangorang yang telah layak untuk menikah. Konsep kelayakan (assalihin) dalam
ayat tersebut tidak dapat dimaknai secara sempit hanya berdasarkan usia biologis,
tetapi juga mencakup kesiapan mental, spiritual, dan kemampuan ekonomi. Para
ulama tafsir, seperti Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab, menegaskan bahwa
pernikahan yang dilakukan tanpa persiapan yang matang berpotensi menimbulkan
mudarat yang lebih besar dibandingkan maslahatnya®.

Islam juga menekankan konsep kafa’ah (kesetaraan dan kesesuaian) dalam
pernikahan, yang meliputi kesetaraan usia, kedewasaan berpikir, serta kesiapan
menjalankan peran sebagai suami dan istri. Rasulullah SAW menganjurkan

pernikahan bagi mereka yang telah mampu secara fisik dan ekonomi, serta

menganjurkan pengendalian diri bagi mereka yang belum mampu?®.

® Herlena dan Muads Hasri, Tafsir QS. An-Nur: 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis
Hermeneutika Ma 'na Cum Maghza) Vol. 14, no. 2 (2020): hal. 205-20.

10 Ahmad Alaik dkk, Analisa Konsep Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam, Sosial
(Studi Pustaka), No. 4, no. 1 (2026).



Fenomena pernikahan dini di masyarakat sering kali dipicu oleh berbagai
faktor, seperti kehamilan di luar nikah, tekanan budaya, faktor ekonomi, serta
minimnya pendidikan dan pengawasan orang tua. Pernikahan yang dilakukan
secara tergesa-gesa untuk menutup aib keluarga sering kali tidak didasarkan pada
kesiapan yang matang, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan baru
dalam kehidupan rumah tangga'!. Oleh karena itu, upaya pencegahan pernikahan
dini tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan hukum, tetapi juga
membutuhkan pendekatan edukatif, kultural, dan keagamaan yang berkelanjutan.

Dalam pencegahan pernikahan dini, Kementerian Agama Republik
Indonesia memiliki peran strategis melalui institusi penyuluh agama. Berdasarkan
Peraturan Menteri Agama No. 45 Tahun 2015, penyuluh agama memiliki tugas
dan fungsi melakukan bimbingan, penyuluhan, dan pembinaan kepada masyarakat
dalam bidang keagamaan dan pembangunan melalui bahasa agama. Penyuluh
agama berperan sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dengan realitas di
masyarakat, sekaligus sebagai agen perubahan sosial yang membawa nilai-nilai
Islam yang rahmatan lil ‘alamin*?.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa peran ideal tersebut
belum sepenuhnya berjalan optimal. Di Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan
Raya, angka permohonan dispensasi nikah masih relatif tinggi. Berdasarkan
observasi awal, KUA Kecamatan Beutong hanya memiliki 8 orang penyuluh

agama yang harus melayani 24 desa dengan kondisi geografis yang cukup luas.

11 Hukama Zulhaiba dkk, Pernikahan Dalam Islam Membina Keluarga Yang Sakinah Mawaddah,
Aripafi, no. 1 (2025): hal. 147.

2 Tomi Jafissa dan Mirja Huwanji, Peran Penyuluhan Agama Islam Kantor Urusan Agama
Dalam Program Meminimalisi Pernikahan Dini Di Kecamatan Medan Barat, (2021), hal. 89-94.



Keterbatasan jumlah penyuluh, jangkauan wilayah yang besar, serta beragamnya
latar belakang sosial masyarakat menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan
penyuluhan secara intensif dan merata.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara peran normatif
penyuluh agama dan implementasinya di lapangan. Penyuluhan yang belum
optimal berpotensi menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat tentang
dampak pernikahan dini, sehingga praktik tersebut masih terus terjadi®. Oleh
karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk memahami bagaimana peran
penyuluh agama dijalankan, apa saja hambatan yang dihadapi, serta bagaimana
gambaran pernikahan dini dari aspek psikologis, sosial, dan ekonomi di
masyarakat setempat.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah diuraikan, peneliti
merasa perlu untuk melakukan penelitian mendalam tentang peran penyuluh
agama dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini di KUA Kecamatan
Beutong, Kabupaten Nagan Raya. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat
mengungkap gambaran riil tentang implementasi peran penyuluh agama di
lapangan, mengidentifikasi berbagai hambatan yang mereka hadapi beserta faktor-
faktor yang melatar belakanginya, serta memahami dampak multidimensional
pernikahan dini dari perspektif para pelaku dan keluarga yang mengalaminya
secara langsung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

bagi penguatan peran penyuluh agama, perbaikan strategi pencegahan pernikahan

13 Anton dkk, Analisis Syarat, Rukun Pernikahan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Di
Indonesia, No. 2(1) (2025): hsl. 792-98.



dini, serta pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi

masyarakat.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pernikahan dini ditinjau dari aspek psikologis, sosial,
dan ekonomi?

2. Bagaimana peran penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan dini di
KUA Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya?

3. Apa saja faktor penghambat penyuluh agama dalam meminimalisir
pernikahan dini di KUA Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari
penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan pernikahan dini ditinjau dari aspek psikologis,
sosial, dan ekonomi yang dialami oleh pelaku pernikahan dini.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran penyuluh agama dalam
meminimalisir terjadinya pernikahan dini di KUA Kecamatan Beutong
Kabupaten Nagan Raya.

3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh
penyuluh agama dalam upaya meminimalisir pernikahan dini di KUA

Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya.



D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini sehubung dengan peran penyuluh agama
dalam meminimalisir pernikahan dini yaitu:
1. Manfaat Teoritis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau referensi
bagi pembaca dalam meminimalisir pernikahan dini di KUA
Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya
b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas khazanah
keilmuan khususnya dalam bidang penyuluhan, sehingga memiliki
nilai sumbangsih terhadap dunia pendidikan dan bagi penelitian-
penelitian setema selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan
masukan kepada Penyuluh agama Kecamatan Beutong dalam
meminimalisir pernikahan dini serta berguna bagi pelaksana
penyuluhan di KUA Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya.
b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman, serta
pengetahuan baru penulis mengenai Penyuluh agama dalam
meminimalisir pernikahan dini dengan melihat langsung terjun ke

lapangan sehingga dapat menerapkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh.



E. Definisi Operasional
Untuk menghindar kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami
istilah-istilah yang terdapat dalam proposal ini, maka perlu dijelaskan istilah-
istilah tersebut sebagai berikut:
a) Peran
Peran atau peranan sering diartikan sebagai pelaku atau tokoh dalam
sandiwara dan sebagainya, karena memang dalam sebuah lakon sandiwara
dapat dipastikan berbagi peran untuk menambah serunya alur cerita yang
diperankan. Dalam tinjauan sosiologi, istilah peranan (rule) ini erat
kaitannya dengan kedudukan (status). Artinya peranan itu aspek dinamis
dari kedudukan. Misalnya apabila seseorang menjalankan hak dan
kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu
peranan. Dengan demikian, dalam prakteknya peranan dan kedudukan ini
tidak dapat dipisahkan. Peranan seseorang dalam kehidupan
bermasyarakat dapat bermacam-macam, tergantung kemauannya untuk
melakukan dan kesempatan yang diberikan oleh masyarakat.
Teori peran (role theory) mengemukakan bahwa peran adalah
sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu.
Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi
apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak
sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan

peran tersebut.



b)

10

Adapun peran dalam penelitian ini yaitu usaha yang dilakukan
penyuluh agama dalam membimbing, mengayomi dan menggerakkan
masyarakat untuk mengadakan perubahan kearah yang lebih baik, serta
perubahan dari yang negatif menjadi positif.

Penyuluh Agama

Subejo menyatakan bahwa penyuluhan adalah proses perubahan
perilaku di kalangan masyarakat agar mereka tahu, mau dan mampu
melakukan perubahan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan
atau keuntungan dan perbaikan kesejahteraan.

Istilah Penyuluhan dalam bahasa Indonesia berakar dari kata suluh
yang bermakna alat penerangan, pemberi terang di tengah-tengah
kegelapan. Kata Penyuluhan sebenarnya terjemahan dari kata dalam
bahasa Inggris to councel yang artinya memberikan nasehat atau anjuran
kepada orang lain secara berhadapan muka satu sama lain. Penyuluhan
diartikan pemberian nasehat atau penasehatan kepada orang lain secara
individual (perorangan) yang dilakukan dengan face to face.

Agama merupakan suatu ajaran yang datang dari Tuhan yang
berfungsi sebagai pembimbing kehidupan manusia agar mereka hidup
bahagia dunia dan akhirat.

Penyuluhan agama merupakan proses pemberian bantuan terhadap
individu agar individu dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi, membuat

pilihan yang bijaksana dalam menyesuaikan diri dan lingkungan, serta
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dapat membentuk perubahan dalam usaha mengubah masyarakat menuju
keadaan yang lebih baik.
Pernikahan Dini

Perkawinan dalam istilah agama islam disebut dengan nikah ialah
suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang lakilaki
dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara
kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak,
untuk -mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliputi rasa kasih
sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 (UU Nomor 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan: ‘“Perkawinan
lalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai
suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pada dasarnya pernikahan dini merupakan ikatan janji suci yang
dilakukan oleh wanita dan pria yang berusia kurang dari ketentuan dengan
tujuan membina rumah tangga. Secara umum pengertian pernikahan dini
adalah pernikahan yang berlangsung saat remaja, belum usia remaja, atau
baru berakhir usia remaja.

Pernikahan dini merupakan perkawinan dibawah umur, dalam hal ini
persiapan seorang anak atau remaja yang belum sepenuhnya maksimal,

baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materi.
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LANDASAN TEORITIS

A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Penelitian relevan merupakan kajian terhadap hasil-hasil penelitian
terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang sedang dikaji.
Tujuan dari pemaparan penelitian relevan adalah untuk memperoleh gambaran
mengenai posisi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya,
sekaligus menunjukkan persamaan dan perbedaan fokus, objek, serta pendekatan
yang digunakan. Selain itu, penelitian relevan juga berfungsi sebagai landasan
teoritis dan empiris yang memperkuat argumen serta menghindari terjadinya
duplikasi penelitian.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji permasalahan pernikahan
dini dari berbagai perspektif, seperti aspek sosial, psikologis, ekonomi, serta peran
lembaga dan tokoh keagamaan dalam upaya pencegahannya. Namun demikian,
penelitian yang secara khusus mengkaji peran penyuluh agama dalam
meminimalisir pernikahan dini masih perlu untuk terus dikembangkan, terutama
dalam konteks sosial masyarakat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penelitian
ini merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan
perbandingan dan penguatan analisis.

Berikut ini disajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan

penelitian yang dilakukan.

12
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a. Ahmad dkk. (2026) dari Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman
Wahid Pekalongan melakukan penelitian berjudul “Analisis Konsep
Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam dan Sosial (Studi
Pustaka) . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis
penelitian kepustakaan (library research) melalui analisis kitab fikih,
literatur hukum Islam, jurnal ilmiah, serta peraturan perUndang-undangan
yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pernikahan dalam Islam
bersifat dinamis, terbagi ke dalam lima ketentuan hukum, yaitu wajib,
sunnah, mubah, makruh, dan haram, yang ditentukan berdasarkan kondisi
individu. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya syarat dan rukun
nikah serta konsep kafa’ah sebagai landasan terciptanya keharmonisan
rumah tangga. Meskipun pernikahan dini diperbolehkan apabila pasangan
telah baligh dan rusyd, penelitian ini menyoroti berbagai dampak negatif
pernikahan dini terhadap aspek kesehatan, sosial, dan hukum. Oleh karena
itu, penelitian ini menekankan perlunya harmonisasi antara hukum Islam
dan hukum nasional, khususnya terkait batas usia minimal pernikahan.
Kelemahan penelitian: Penelitian ini bersifat normatif dan konseptual
karena hanya menggunakan studi pustaka. Penelitian ini belum
menggambarkan kondisi empiris di lapangan dan tidak mengkaji peran
aktor sosial tertentu, seperti penyuluh agama, dalam upaya pencegahan

pernikahan dini.
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b. Penelitian yang dilakukan oleh Gusmawati, Fera Murwita, dan Marniati
(2025) berjudul “Dampak Pernikahan Dini yang Berhubungan dengan
Kesehatan Reproduksi pada Remaja Putri”. Penelitian ini bertujuan untuk
mengeksplorasi dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi
remaja putri serta Faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang
digunakan adalah studi pustaka dengan menganalisis 30 jurnal ilmiah yang
relevan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini berkorelasi dengan
meningkatnya risiko komplikasi kehamilan, gangguan kesehatan mental,
serta rendahnya tingkat pengetahuan remaja putri mengenai kesehatan
reproduksi. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa Indonesia masih
memiliki angka pernikahan dini yang tinggi, sehingga diperlukan
penguatan edukasi kesehatan reproduksi dan kebijakan preventif.
Kelemahan penelitian: Penelitian ini hanya berfokus pada aspek kesehatan
dan menggunakan pendekatan kepustakaan, sehingga belum menyentuh
dimensi sosialkeagamaan serta peran institusi keagamaan, khususnya
penyuluh agama, dalam pencegahan pernikahan dini.

c. Rahul, Rostin, dan Muh. Wali Aya Rumbia (2022) melakukan penelitian
berjudul “Analisis Penyebab dan Dampak Sosial Ekonomi Pernikahan
Usia Dini di Desa Lagasa, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna”.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab serta dampak

sosial ekonomi pernikahan dini di masyarakat pedesaan.
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini dipengaruhi oleh
berbagai faktor, antara lain faktor ekonomi, pendidikan, serta sosial dan
budaya. Kemiskinan mendorong orang tua menikahkan anaknya untuk
meringankan beban ekonomi keluarga, sementara rendahnya tingkat
pendidikan dan kuatnya adat istiadat turut memperkuat praktik pernikahan
dini. Penelitian ini juga menegaskan bahwa pernikahan dini melahirkan
permasalahan ekonomi dan sosial baru dalam rumah tangga. Kelemahan
penelitian: Penelitian ini lebih menitikberatkan pada faktor penyebab dan
dampak pernikahan dini tanpa mengkaji strategi pencegahan serta peran
aktor keagamaan atau lembaga resmi, seperti KUA dan penyuluh agama.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa
sebagian besar penelitian masih berfokus pada kajian normatif, faktor penyebab,
serta dampak pernikahan dini dari aspek hukum, kesehatan, sosial, dan ekonomi.
Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji peran
penyuluh agama sebagai aktor strategis di KUA dalam meminimalisir pernikahan
dini, terutama melalui pendekatan penyuluhan, pendampingan, dan edukasi
keagamaan secara langsung kepada masyarakat.

Selain itu, belum ditemukan penelitian yang secara komprehensif
mengkaji hambatan-hambatan yang dihadapi penyuluh agama dalam menjalankan
perannya serta mengaitkannya dengan aspek psikologis, sosial, dan ekonomi
pernikahan dini dalam satu kesatuan analisis, khususnya di wilayah Kecamatan

Beutong Kabupaten Nagan Raya.
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Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus kajian, yaitu
menelaah peran penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan dini,
mengidentifikasi faktor penghambat yang dihadapi penyuluh agama, serta
menganalisis fenomena pernikahan dini dari perspektif multidimensional sesuai

dengan kondisi empiris masyarakat setempat.

B. Penyuluh Agama Islam
1. Definisi dan Kedudukan Penyuluh Agama

Penyuluh agama merupakan aparatur negara yang memiliki peran sangat
strategis dan fundamental dalam pembinaan kehidupan beragama di masyarakat.
Secara umum, penyuluh agama dipahami sebagai individu yang diberi amanah
dan tanggung jawab untuk menyampaikan ajaran agama, memberikan bimbingan
spiritual dan moral, serta membina masyarakat agar mampu mengamalkan nilai-
nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar dan konsisten*4,

Profesi penyuluh agama sebenarnya memiliki akar historis yang panjang
dalam tradisi Islam. Sejak zaman Rasulullah SAW, tugas menyampaikan dan
mengajarkan agama kepada masyarakat sudah menjadi bagian integral dari
dakwah Islamiyah. Para sahabat diutus ke berbagai daerah untuk mengajarkan Al-
Qur’an, menjelaskan hukum-hukum Islam, dan membimbing masyarakat dalam
menjalankan ajaran agama. Tradisi ini berlanjut hingga masa tabi'in dan generasi-

generasi setelahnya, di mana ulama berperan sebagai penyuluh dan pembimbing

14 Jafissa dan Huwanji, Peran Penyuluhan Agama..., hal.90
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masyarakat. Dalam konteks modern Indonesia, peran ini diformalkan melalui
sistem kepegawaian negara dengan berbagai aturan dan mekanisme yang jelas?®.

Dalam sistem kelembagaan Kementerian Agama Republik Indonesia,
penyuluh agama memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai mitra strategis
pemerintah dalam pembangunan bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
Penyuluh agama berada di garda terdepan dalam menjembatani kebijakan
pemerintah dengan kondisi nyata masyarakat di lapangan?®.

Tugas dan fungsi penyuluh agama sangat luas dan beragam. Mereka tidak
hanya berceramah di masjid atau pengajian, tapi juga melakukan berbagai
kegiatan seperti kunjungan ke rumah rumah warga untuk memberikan bimbingan
personal, memfasilitasi diskusi keagamaan di kelompok-kelompok masyarakat,
memberikan konseling kepada individu atau keluarga yang menghadapi masalah,
memediasi konflik yang terjadi di masyarakat dengan pendekatan keagamaan,
mengorganisir kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang bermanfaat, serta
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kehidupan keagamaan masyarakat di
wilayah binaan mereka. Semua kegiatan ini dilakukan dengan tujuan utama
meningkatkan kualitas kehidupan beragama masyarakat secara menyeluruh®’.

Dalam penelitian ini, penyuluh agama yang dimaksud adalah penyuluh
agama Islam yang bertugas di KUA Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya.

Kedudukan penyuluh agama di KUA tidak hanya sebagai pelaksana penyuluhan

15 Ridwan, Dakwah Penyuluh Agama Pada Masyarakat Penganut Kepercayaan Maka Kamba Ro
Makakimbi Di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, (UIN Alauddin
Makassar, 2024).

16 Kamrina, Profesionalisme Penyuluh Agama Islam (UIN Alauddin Makassar, 2023).

7 1glima Nur Azizah, Peran Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Beragama Pada
Remaja Di Sanggar Seni Bale Reyang, (Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Jakarta., 2022).
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rutin yang terjadwal, tetapi juga sebagai bagian integral dan sangat penting dari
sistem pelayanan keagamaan yang berhubungan langsung dengan urusan
pernikahan, pembinaan keluarga sakinah, dan kehidupan rumah tangga
masyarakat.

Di Kecamatan Beutong, penyuluh agama juga memiliki peran penting
dalam berinteraksi dengan tokoh tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemuka
agama lainnya untuk membangun kesepahaman tentang nilai-nilai agama yang
benar. Mereka sering diundang dalam acara acara adat dan sosial kemasyarakatan
untuk memberikan ceramah atau tausiyah, sehingga punya akses yang sangat luas
ke berbagai lapisan masyarakat. Kedekatan ini menjadi modal sosial yang sangat
berharga dalam upaya mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat terkait
berbagai isu termasuk pernikahan dini.

Ketika penyuluh agama berbicara tentang pernikahan dini dengan
menggunakan dalil dalil Al-Qur’an dan Hadis, pendekatan maqasid alsyarTah,
serta contoh-contoh dari sejarah Islam, masyarakat akan lebih mudah menerima
dan mempertimbangkan dengan serius. Mereka tidak akan merasa bahwa ini
adalah aturan dari pemerintah yang tidak memahami kondisi mereka, tapi
pemahaman agama yang memang seharusnya mereka amalkan sebagai Muslim
yang taat*®.

Berdasarkan pengamatan dan analisis penulis terhadap fenomena
pernikahan dini di Nagan Raya, penulis melihat bahwa penyuluh agama memiliki

potensi yang sangat besar namun belum sepenuhnya dioptimalkan dalam upaya

18 Ridwan, Dakwah Penyuluh Agama...



19

pencegahan pernikahan dini. Posisi mereka yang berada di persimpangan antara
otoritas keagamaan dan kedekatan dengan masyarakat sebenarnya adalah
kekuatan yang luar biasa jika bisa dimaksimalkan dengan baik.

Penulis berpendapat bahwa penyuluh agama di KUA Beutong dan wilayah
lainnya harus mengubah paradigmanya dari sekadar penyampai ceramah
keagamaan menjadi agen perubahan sosial yang aktif dan strategis. Mereka tidak
boleh puas hanya dengan menyampaikan dalil dalil agama dalam pengajian rutin
atau memberikan nasihat standar dalam bimbingan pranikah. Lebih dari itu,
mereka harus turun langsung ke masyarakat, memahami akar masalah pernikahan
dini di wilayahnya, mengidentifikasi keluarga yang berisiko menikahkan anak di
usia dini, dan melakukan intervensi preventif sebelum pernikahan dini benar-
benar terjadi.

2. Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama

Penyuluh agama memiliki tugas utama dalam memberikan bimbingan dan
penyuluhan keagamaan kepada masyarakat. Secara fungsional, tugas penyuluh
agama dapat dijabarkan ke dalam beberapa fungsi utama, yaitu*®:

a. Fungsi Edukatif, yaitu memberikan pendidikan dan pemahaman
keagamaan kepada masyarakat mengenai ajaran Islam, termasuk
pemahaman tentang tujuan pernikahan, kesiapan menikah, dan tanggung

jawab dalam rumah tangga.

19 Jafissa dan Huwanji, Peran Penyuluhan Agama..., hal.92
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b. Fungsi Informatif, yaitu menyampaikan informasi yang berkaitan dengan
ketentuan agama dan regulasi negara, seperti batas usia pernikahan dan
prosedur pernikahan yang sah.
c. Fungsi Preventif, yaitu mencegah terjadinya perilaku menyimpang atau
masalah sosial yang bertentangan dengan nilai agama, termasuk
pernikahan dini.
d. Fungsi Konsultatif dan Konseling, yaitu memberikan bimbingan, nasihat,
dan pendampingan kepada individu atau keluarga yang menghadapi
permasalahan, khususnya terkait pernikahan dan kehidupan keluarga.
3. Peran Penyuluh Agama dalam Pencegahan Pernikahan Dini

Penyuluh agama berperan sebagai agen perubahan sosial yang
memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kesiapan fisik,
mental, dan ekonomi sebelum memasuki jenjang pernikahan?.

Peran penyuluh agama dalam pencegahan pernikahan dini dapat
diwujudkan dalam beberapa bentuk, antara lain:

a. Memberikan Edukasi PraNikah, yaitu memberikan pemahaman tentang
tujuan pernikahan dalam lIslam, hak dan kewajiban suami istri, serta
dampak pernikahan dini.

b. Memberikan Konseling dan Pendampingan, terutama kepada remaja dan

keluarga yang berencana menikahkan anaknya di usia dini.

20 |glima Nur Azizah, Peran Penyuluh Agama...
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c. Membangun Kesadaran Keagamaan, dengan menanamkan nilai bahwa
pernikahan bukan hanya persoalan sah secara agama, tetapi juga
membutuhkan kesiapan mental dan tanggung jawab sosial.

d. Menjadi Mediator Sosial, yaitu menjembatani kepentingan keluarga, adat,
dan ketentuan agama serta peraturan perundang undangan terkait usia
pernikahan.

Dalam penelitian ini, peran tersebut dianalisis untuk melihat sejauh mana
penyuluh agama di KUA Kecamatan Beutong menjalankan peran preventif dalam
menekan angka pernikahan dini di wilayah tersebut.

4. Metode Penyuluh Agama

Metode penyuluhan agama merupakan cara atau strategi yang digunakan
penyuluh agama dalam menyampaikan pesan keagamaan kepada masyarakat?®.

Beberapa metode penyuluhan agama yang umum digunakan antara lain:

a. Metode Ceramah, yaitu penyampaian materi keagamaan secara lisan
kepada kelompok masyarakat.

b. Metode Diskusi, yaitu dialog dua arah yang memungkinkan masyarakat
menyampaikan pendapat dan permasalahan yang dihadapi.

c. Metode Konseling Individu, yaitu pendekatan personal kepada individu
atau pasangan yang membutuhkan bimbingan khusus.

d. Metode Keteladanan, yaitu memberikan contoh perilaku yang sesuai

dengan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

21 Suryana, Strategi Penyuluhan Agama Islam Dalam Pembinaan Keagamaan Terhadap Majelis
Taklim, Vol. 17, no. 5 (2023): 3084-3105.
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Dalam penelitian ini, metode metode tersebut dianalisis untuk mengetahui
metode mana yang paling sering digunakan oleh penyuluh agama di KUA
Kecamatan Beutong dan bagaimana efektivitasnya dalam mencegah pernikahan
dini.

5. Kontekstualisasi Peran Penuluh di KUA Beutong

Kontekstualisasi peran penyuluh agama di KUA Kecamatan Beutong
menunjukkan bahwa penyuluh agama berhadapan langsung dengan realitas sosial
masyarakat yang masih dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, dan tingkat
pendidikan. Kondisi ini menuntut penyuluh agama untuk tidak hanya
menyampaikan teori keagamaan, tetapi juga mampu menyesuaikan pendekatan
penyuluhan dengan kondisi masyarakat setempat.

Dalam penelitian ini, peran penyuluh agama dikaji secara kontekstual
berdasarkan praktik nyata di lapangan, termasuk strategi penyuluhan yang
digunakan, kendala yang dihadapi, serta respon masyarakat terhadap upaya
pencegahan pernikahan dini. Dengan pendekatan ini, kajian pustaka tidak hanya
bersifat teoritis, tetapi menjadi landasan analitis untuk memahami fenomena
pernikahan dini di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya.

Penulis menyimpulkan bahwa penyuluh agama memiliki peran yang
sangat penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam memberikan
pemahaman keagamaan yang berkaitan dengan pernikahan. Penyuluh agama tidak
hanya bertugas menyampaikan ajaran agama secara teori, tetapi juga membimbing
masyarakat agar memahami makna pernikahan secara lebih luas, termasuk

kesiapan mental, tanggung jawab, dan dampak sosial yang akan muncul.
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Penulis melihat bahwa dalam konteks pencegahan pernikahan dini,
penyuluh agama memiliki posisi yang strategis karena berhadapan langsung
dengan masyarakat. Melalui kegiatan penyuluhan, konseling, dan pendampingan,
penyuluh agama dapat memberikan pemahaman kepada remaja dan orang tua
bahwa pernikahan bukan sekadar sah secara agama, tetapi juga harus dipersiapkan
dengan matang. Dengan demikian, pernikahan dini yang dilakukan tanpa kesiapan
dapat diminimalisir.

Di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, peran penyuluh agama
menjadi semakin penting karena masih kuatnya pengaruh budaya dan
keterbatasan pemahaman masyarakat terkait dampak pernikahan dini. Oleh karena
itu, menurut penulis, penyuluh agama tidak hanya berfungsi sebagai penyampai
pesan keagamaan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berperan dalam
membangun kesadaran masyarakat agar lebih bijak dalam mengambil keputusan

terkait pernikahan.

C. Pernikahan Dini
1. Definisi Pernikahan Dini

Secara umum, pernikahan dini dipahami sebagai perkawinan yang
dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai batas usia minimal sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku??.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia

22 Khairul Azmi dkk, Pengaruh Tingat Pendidikan Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan
Praya Barat, Vol. 14, no. 1 (2023): hal, 1-10.
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minimal perkawinan bagi lakilaki dan perempuan di Indonesia adalah 19 tahun.
Perubahan ini merupakan kemajuan signifikan dari ketentuan sebelumnya yang
membedakan batas usia lakilaki (19 tahun) dan perempuan (16 tahun). Dengan
demikian, setiap perkawinan yang dilakukan di bawah wusia 19 tahun
dikategorikan sebagai pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini, kecuali
ada dispensasi dari pengadilan agama dengan alasan yang sangat mendesak dan
demi kepentingan terbaik anak?>.

Penetapan batas usia 19 tahun didasarkan pada berbagai pertimbangan
ilmiah dan sosiologis, antara lain: kematangan biologis dan reproduksi,
kematangan psikologis dan emosional, pencapaian tingkat pendidikan minimal
(lulusan SMA/sederajat), serta kesiapan sosial dan ekonomi untuk membangun
rumah tangga yang mandiri. Secara sosiologis, pernikahan dini tidak hanya
dipahami sebagai persoalan usia biologis, tetapi juga berkaitan dengan
ketidaksiapan psikologis, sosial, dan ekonomi pasangan untuk membangun rumah
tangga?*. Ketidaksiapan ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah, seperti
konflik rumah tangga, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran
anak, dan kemiskinan struktural.

Dalam masyarakat pedesaan, termasuk di Kecamatan Beutong Kabupaten
Nagan Raya, pernikahan dini sering kali dipandang sebagai hal yang wajar dan
bahkan dianggap sebagai solusi atas berbagai permasalahan, seperti menghindari
pergaulan bebas, mengurangi beban ekonomi keluarga, atau memenuhi tuntutan

tradisi dan adat. Pandangan ini dipengaruhi oleh tradisi turun temurun, norma

23 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
24 Isnaini Nurdiah dan Mirna Nur Alia Abdullah, Membangun Kesadaran Remaja : Mengatasi
Pernikahan Dini Melalui Pendidikan, Vol.3, no. 2 (2024): hal. 139-45.
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sosial yang mengakar kuat, serta pemahaman keagamaan yang belum
komprehensif tentang tujuan dan kemaslahatan pernikahan.

Dalam perspektif Islam, pernikahan memang merupakan sunnah dan
bahkan menjadi anjuran bagi mereka yang telah mampu, baik secara fisik
(biologis), mental (psikologis), maupun finansial (ekonomi). Konsep kemampuan
(alba'ah) yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan
bahwa pernikahan harus dilakukan oleh mereka yang telah memiliki kesiapan
menyeluruh untuk memikul tanggung jawab rumah tangga®.

Penulis memandang bahwa pernikahan dini tidak dapat disederhanakan
hanya sebagai pelanggaran terhadap batas usia perkawinan yang ditetapkan oleh
Undang-Undang. Lebih dari itu, pernikahan dini merupakan persoalan struktural
yang berakar pada ketidaksiapan individu dalam berbagai aspek kehidupan.
Ketentuan usia minimal 19 tahun sejatinya bukan sekadar angka administratif,
melainkan representasi dari standar minimal kesiapan biologis, psikologis, sosial,
dan ekonomi yang dibutuhkan untuk membangun rumah tangga yang sehat dan
berkelanjutan.

Dalam masyarakat Kecamatan Beutong, pernikahan dini masih kerap
dipersepsikan sebagai sesuatu yang wajar dan bahkan solutif. Pandangan ini
menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum negara dengan realitas
sosial masyarakat. Penulis menilai bahwa kesenjangan tersebut muncul karena
hukum formal belum sepenuhnya dipahami sebagai instrumen perlindungan,

melainkan dipandang sebagai pembatas tradisi. Akibatnya, pernikahan dini lebih

% Ali Sibra Malisi, Pernikahan Dalam Islam, Vol. 1, no. 1 (2022): hal. 22-28.
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banyak dinilai dari sisi “sah atau tidak” secara agama dan adat, tanpa
mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi pasangan dan anak yang
dilahirkan.
2. Faktor Penyebab Pernikahan Dini
Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh
berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut antara lain?®:
a. Faktor Pendidikan
Rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu penyebab utama
terjadinya pernikahan dini. Kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan
reproduksi, hak-hak anak, serta dampak jangka panjang pernikahan dini
membuat remaja dan orang tua kurang memahami risiko yang dihadapi.
b. Faktor Ekonomi
Kondisi ekonomi keluarga yang lemah sering mendorong orang tua
menikahkan anaknya lebih awal dengan harapan dapat mengurangi beban
ekonomi keluarga. Pernikahan dini dianggap sebagai solusi praktis,
meskipun pada kenyataannya justru berpotensi melahirkan permasalahan
ekonomi baru?’.
c. Faktor Budaya dan Tradisi
Norma sosial dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat dapat
melegitimasi pernikahan dini. Anggapan bahwa perempuan yang telah

baligh harus segera menikah atau kekhawatiran terhadap stigma sosial

%6 Gusmawati, dkk, Dampak Pernikahan Dini...,hal:35.
27 Rahul dkk, Analisis Penyebab Dan Dampak Sosial Ekonomi Pernikahan Usia Dini Di Desa
Lagasa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna, Vol. 10, no. 1 (2022).
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apabila anak terlambat menikah menjadi alasan yang masih kuat dipegang
oleh sebagian masyarakat?®,
d. Faktor Pergaulan dan Moral

Perubahan pola pergaulan remaja serta pengaruh media sosial turut

memicu kekhawatiran orang tua terhadap perilaku anak. Pernikahan dini

sering dipilih sebagai langkah preventif untuk menghindari pergaulan
bebas, meskipun tanpa mempertimbangkan kesiapan anak.
e. Faktor Pemahaman Keagamaan

Pemahaman keagamaan yang parsial dan tekstual juga berkontribusi

terhadap pernikahan dini. Ketidak seimbangan antara pemahaman hukum

menikah dan tujuan pernikahan dalam Islam menyebabkan praktik
pernikahan dini tetap berlangsung tanpa pertimbangan maslahat dan
mudaratnya.

Penulis menilai bahwa rendahnya tingkat pendidikan memiliki pengaruh
signifikan terhadap terjadinya pernikahan dini. Pendidikan tidak hanya berfungsi
sebagai sarana pengetahuan, tetapi juga membentuk pola pikir, kesadaran, dan
kemampuan dalam mengambil keputusan. Rendahnya pendidikan menyebabkan
terbatasnya pilihan hidup, sehingga pernikahan sering dianggap sebagai solusi.
Kondisi ini diperkuat dengan adanya pola lintas generasi, di mana orang tua yang
menikah dini cenderung mewariskan hal yang sama kepada anaknya.

Selain itu, faktor ekonomi menjadi alasan pragmatis dalam praktik

pernikahan dini. Dalam kondisi ekonomi sulit, menikahkan anak dianggap dapat

2 Yudho Bawono dkk, Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia, Jurnal Dinamika Sosial
Budaya 21, no. 2 (2019): 82.



28

mengurangi beban keluarga. Namun, hal ini hanya bersifat jangka pendek, karena
pasangan muda yang belum mandiri justru menghadapi kesulitan ekonomi baru.
Akibatnya, pernikahan dini berpotensi memperpanjang rantai kemiskinan.

Penulis juga melihat bahwa budaya dan norma sosial memiliki pengaruh
kuat dalam mendorong pernikahan dini. Anggapan bahwa perempuan harus
segera menikah serta adanya stigma terhadap perempuan yang menikah di usia
dewasa menimbulkan tekanan sosial yang besar. Dalam kondisi ini, pengaruh
lingkungan sering kali lebih kuat dibandingkan aturan hukum atau penyuluhan.
Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus bersifat persuasif dan
menyesuaikan dengan nilai budaya setempat.

Selain itu, kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas remaja turut
menjadi faktor pendorong. Pernikahan dini sering dijadikan sebagai solusi untuk
mencegah perilaku menyimpang. Namun, pendekatan ini dinilai kurang tepat
karena menjadikan pernikahan sebagai alat kontrol sosial, bukan sebagai
keputusan yang didasarkan pada kesiapan. Akibatnya, pernikahan dini justru
berpotensi menimbulkan masalah baru dalam kehidupan rumah tangga.

3. Relevansi dengan KUA Beutong

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beutong memiliki peran
strategis dalam menangani dan meminimalisir pernikahan dini, mengingat KUA
merupakan lembaga pemerintah yang secara langsung berwenang dalam
pelayanan pencatatan pernikahan serta pembinaan keluarga. Di KUA Beutong,
fenomena pernikahan dini masih ditemukan, baik melalui permohonan dispensasi

nikah maupun praktik nikah usia muda yang terjadi di masyarakat. Kondisi ini
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menjadikan KUA tidak hanya sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai
pusat edukasi dan penyuluhan keagamaan.

Penyuluh agama di KUA Beutong memiliki peran penting dalam
memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai batas usia perkawinan,
tujuan pernikahan dalam Islam, serta dampak negatif pernikahan dini. Oleh karena
itu, penelitian ini relevan untuk mengkaji sejauh mana peran penyuluh agama
dalam menghadapi realitas sosial pernikahan dini yang terjadi di wilayah tersebut.

Penulis menilai bahwa KUA Kecamatan Beutong memiliki posisi strategis
sekaligus dilematis. Di satu sisi, KUA berperan sebagai pelaksana regulasi negara.
Di sisi lain, KUA harus berhadapan langsung dengan realitas sosial dan budaya
masyarakat yang masih menerima pernikahan dini. Kondisi ini menuntut
penyuluh agama untuk memiliki kemampuan komunikasi yang persuasif dan
sensitif terhadap konteks lokal. Penulis berpandangan bahwa efektivitas KUA
tidak hanya diukur dari penurunan angka pernikahan dini, tetapi juga dari
perubahan pola pikir masyarakat secara bertahap.

4. Dampak Pernikahan Dini dalam Perspektif Multidimensional
Pernikahan dini menimbulkan berbagai dampak yang kompleks dan
multidimensional, antara lain?®;
1. Dampak Psikologis
Pasangan yang menikah di usia dini cenderung belum memiliki
kematangan emosional. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik rumah

tangga, stres, kecemasan, hingga meningkatnya risiko perceraian.

29 Junita Friska dkk, Analisis Sosial Ekonomi..., hal. 62-64.
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2. Dampak Sosial
Pernikahan dini dapat menghambat interaksi sosial dan partisipasi
individu dalam masyarakat. Terutama bagi perempuan, pernikahan dini
sering menyebabkan keterbatasan ruang gerak dan kesempatan untuk
mengembangkan diri.
3. Dampak Ekonomi
Ketidaksiapan ekonomi pasangan muda menyebabkan ketergantungan
finansial pada keluarga besar dan meningkatkan risiko kemiskinan.
Kondisi ini dapat memperpanjang siklus kemiskinan antar generasi.
4. Dampak Kesehatan
Dari aspek kesehatan, pernikahan dini berisiko tinggi terhadap kesehatan
ibu dan anak, terutama terkait kehamilan usia muda yang rentan terhadap
komplikasi medis.
5. Dampak Pendidikan
Pernikahan dini sering menyebabkan terputusnya pendidikan, khususnya
bagi perempuan, sehingga membatasi akses terhadap peningkatan
kualitas sumber daya manusia.
5. Penanggulangan Pernikahan Dini
Upaya penanggulangan pernikahan dini memerlukan pendekatan yang
komprehensif dan berkelanjutan, antara lain®°:

1. Peningkatan Edukasi dan Penyuluhan

%0 Rahma Fauziah dkk, Program Penyuluh Agama Islam Dalam Metro Islamic Religious Extension
Program In Promoting Social Change Among Traders At VVol.12, no. 1 (2025): hal. 1-12.
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Penyuluhan keagamaan dan sosial yang dilakukan oleh penyuluh agama di
KUA menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang dampak pernikahan dini.

2. Penguatan Peran KUA dan Penyuluh Agama
KUA perlu mengoptimalkan fungsi pembinaan pranikah dan penyuluhan
keluarga sakinah sebagai sarana pencegahan pernikahan dini.

3. Kolaborasi dengan Lembaga Terkait
Kerja sama antara KUA, sekolah, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa
sangat diperlukan untuk membangun kesadaran kolektif.

4. Pendekatan Kultural dan Keagamaan
Pendekatan yang mempertimbangkan nilai budaya dan agama lokal akan
lebih efektif dalam mengubah pola pikir masyarakat.

5. Pendampingan Remaja dan Keluarga
Pendampingan psikososial bagi remaja dan keluarga menjadi langkah

penting untuk mencegah pernikahan dini secara preventif.

Penulis  berpandangan bahwa penanggulangan pernikahan dini
memerlukan strategi jangka panjang melalui edukasi berkelanjutan, penguatan
peran KUA dan penyuluh agama, serta kolaborasi dengan tokoh adat dan
masyarakat. Perubahan nilai dan cara pandang tidak bisa dicapai secara instan,

tetapi melalui proses yang konsisten dan berkesinambungan
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D. Pernikahan dalam Perspektif Islam
1. Konsep Dasar Pernikahan dalam Islam

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan (nikah) merupakan institusi
yang memiliki dimensi ganda sebagai ibadah vertikal kepada Allah SWT
sekaligus sebagai kontrak sosial horizontal antar manusia. Al-Qur’an
menyebutkan pernikahan sebagai mitsagan ghalizan atau perjanjian yang kokoh
dalam Q.S. An-Nisa ayat 21, yang menunjukkan keseriusan dan sakralitas ikatan
pernikahan. Pernikahan bukan sekadar pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi
merupakan ikatan yang mengandung tujuan-tujuan luhur seperti membentuk
keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah (tenteram, penuh cinta dan kasih
sayang), melanjutkan keturunan secara terhormat, menjaga kesucian dan
kehormatan diri, serta membangun unit sosial yang berkontribusi pada
kesejahteraan masyarakat®?.

Islam tidak menetapkan batas untuk pernikahan, namun menekankan pada
kesiapan yang mencakup beberapa dimensi penting. Prinsip kematangan (alrushd)
dan kemampuan (alistitha'ah) menjadi landasan utama dalam menentukan
kesiapan seseorang untuk menikah. Kematangan fisik (albuliigh) ditandai dengan
tanda-tanda baligh seperti haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki,
serta kemampuan reproduksi yang sehat dan kesiapan fisik untuk menjalani
hubungan suami istri dan proses kehamilan khususnya bagi perempuan. Selain itu,

kematangan psikologis dan emosional mencakup kemampuan mengendalikan

81 Zulhaiba dkk, Pernikahan Dalam Islam...
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emosi, mengambil keputusan dewasa, bertanggung jawab atas diri sendiri dan
pasangan, serta mengelola konflik dan tekanan rumah tangga®2.

Kematangan ekonomi (alkifayah) juga menjadi pertimbangan utama,
meliputi kemampuan mencari nafkah dan mengelola keuangan keluarga,
kemandirian ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, serta
stabilitas finansial untuk menjamin kesejahteraan keluarga. Kematangan sosial
dan intelektual tidak kalah penting, yang mencakup pemahaman tentang hak dan
kewajiban dalam pernikahan, kemampuan berinteraksi dan beradaptasi dengan
keluarga besar, serta pengetahuan tentang pengasuhan anak dan manajemen
rumah tangga. Imam Al Ghazali dalam lhya Ulumuddin menegaskan bahwa
pernikahan hanya dianjurkan bagi mereka yang telah memiliki kemampuan
(qudrah) baik secara fisik maupun finansial, dan jika tidak memiliki kemampuan
tersebut, menunda pernikahan hingga siap justru lebih diutamakan.

Kaidah fighiyyah dalam hukum Islam menyatakan "dar'u almafasid
muqaddamun 'ala jalbi almasalih” yang berarti menolak kerusakan (mafsadah)
lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan. Kaidah ini menjadi landasan
penting dalam menganalisis fenomena pernikahan dini yang meskipun secara
formal sah menurut syariat, namun dalam praktiknya sering menimbulkan
berbagai mafsadah yang lebih besar daripada maslahah yang diharapkan.
Pernikahan dini berpotensi menimbulkan berbagai bentuk mafsadah seperti
tingginya angka perceraian karena ketidakmatangan emosional pasangan,

kekerasan dalam rumah tangga akibat ketidakmampuan mengelola konflik,

32 Samheri dan Hosen Febrian, Makna Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Al-
Qur’an
(Analisis Surah Al-Rum Ayat 21, Vol.2, no. 1 (2020).
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penelantaran anak karena ketidaksiapan menjadi orang tua, serta ketidakstabilan
ekonomi keluarga yang berujung pada kemiskinan struktural

Dalam masyarakat Aceh khususnya di Kabupaten Nagan Raya, fenomena
pernikahan dini tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor sosial budaya yang
kompleks. Tradisi dan adat istiadat masyarakat setempat kadang masih mentolerir
atau bahkan mendorong pernikahan di usia muda, dengan berbagai alasan seperti
menjaga kehormatan keluarga, menghindari pergaulan bebas, atau pertimbangan
ekonomi keluarga. Namun, realitas menunjukkan bahwa banyak pernikahan dini
yang berakhir dengan perceraian dalam beberapa tahun pertama, meninggalkan
beban psikologis dan sosial yang berat terutama bagi perempuan yang menjadi
janda muda dengan anak.

Berdasarkan kajian mendalam terhadap pernikahan dini dalam perspektif
hukum Islam dan kaitannya dengan realitas yang terjadi di KUA Kecamatan
Beutong, Nagan Raya, penulis melihat bahwa persoalan ini jauh lebih kompleks
dari pada sekadar perdebatan "halal atau haram". Yang terjadi di lapangan adalah
pertemuan antara teks keagamaan klasik dengan realitas sosial modern yang
sangat berbeda konteksnya. Sebagai peneliti yang juga bagian dari masyarakat
Muslim, peneliti merasa perlu menempatkan diri pada posisi yang seimbang
antara menghormati tradisi keilmuan Islam dan memperhatikan kemaslahatan
nyata masyarakat.

Peneliti berpendapat bahwa jika kita benarbenar peduli pada tujuan syariat
yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, maka Kita harus jujur

mengakui bahwa pernikahan dini sekarang lebih banyak merusak daripada
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menjaga kelima hal tersebut. Hal bukan berarti penulis mengatakan hukum klasik
itu salah, tapi konteks penerapannya yang harus disesuaikan. Islam itu universal
tapi penerapannya kontekstual, dan menurut penulis, inilah esensi dari ijtihad
yang sebenarnya. Islam mengajarkan Kkita untuk selalu mencari yang terbaik, yang
paling maslahat, dan yang paling adil. Dalam konteks pernikahan, yang terbaik
adalah ketika dua insan yang sudah benarbenar siap secara fisik, mental, ekonomi,
dan sosial bersatu untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa
rahmah. Dan kesiapan seperti itu, dalam konteks zaman sekarang, sangat jarang
ditemukan pada anakanak di bawah usia 19 tahun. Ini bukan pendapat saya
semata, tapi kesimpulan yang saya ambil berdasarkan data kesehatan, kajian
psikologi, pengalaman empiris di lapangan, dan yang paling penting, semangat
maqasid alsyarTah yang mengutamakan kemaslahatan dan menolak
kemudharatan.
2. Rukun Pernikahan dalam Islam

Rukun pernikahan merupakan unsur pokok yang menentukan sah atau
tidaknya suatu pernikahan menurut hukum Islam. Keberadaan rukun ini
menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya hubungan sosial antara laki laki dan
perempuan, melainkan sebuah akad yang memiliki konsekuensi hukum dan
moral®. Secara normatif, rukun pernikahan meliputi:

a. Calon suami, yaitu lakilaki yang halal menikahi calon istri.
b. Calon istri, yaitu perempuan yang halal dinikahi.

c. Wali nikah, yaitu pihak yang berhak menikahkan calon istri.

33 Anton dkk, Analisis Syarat...
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d. Dua orang saksi, yang adil dan memenuhi syarat.
e. ljab dan kabul, yaitu pernyataan akad nikah yang dilakukan dengan jelas
dan berurutan.

Apabila salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan
dianggap tidak sah menurut syariat Islam. Imam Syafi'i dalam kitab alUmm
menegaskan bahwa kelima rukun ini bersifat mutlak dan tidak ada dispensasi
dalam hal ini. Bahkan dalam kondisi darurat sekalipun, rukun pernikahan tetap
harus dipenuhi secara lengkap. Ini menunjukkan betapa seriusnya Islam
memandang institusi pernikahan sebagai sesuatu yang sakral dan tidak boleh
dilakukan secara sembarangan®:.

Namun yang sering luput dari perhatian adalah bahwa pemenuhan rukun
pernikahan secara formal ternyata tidak otomatis menjamin tercapainya tujuan
ideal pernikahan sebagaimana diajarkan dalam Islam. Rukun nikah itu memang
syarat sahnya pernikahan, tapi bukan syarat baiknya pernikahan. Bisa saja semua
rukun sudah terpenuhi dengan sempurna ada calon suami dan istri, ada wali, ada
saksi, ada ijab kabul yang sah tapi pernikahannya sendiri jauh dari ideal karena
berbagai faktor lain yang tidak terpenuhi®®.

Pernikahan dini sering kali memenuhi rukun secara teknis, tetapi aspek
kesiapan mental, emosional, intelektual, dan ekonomi belum matang. Calon suami
mungkin sudah baligh dan Muslim, tapi apakah dia sudah siap menjadi kepala
keluarga yang bertanggung jawab? Calon istri mungkin sudah haid dan halal

dinikahi, tapi apakah dia sudah siap menjadi istri dan ibu yang harus mengurus

% Rudi Apridani dan Arisman, Ruh Syariat Dalam Akad Pernikahan Modern: Menimbang Tujuan
Syariat Di Balik Model Akad, (Cahaya Firdaus Kreasindo, 2025), hal. 5-38.
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rumah tangga? Wali mungkin sudah sah secara syar'i, tapi apakah dia benarbenar
mempertimbangkan kemaslahatan anaknya ataukah hanya menuruti desakan
sosial atau ekonomi? Saksi mungkin sudah adil dan Muslim, tapi apakah mereka
paham betul bahwa mereka sedang menyaksikan sebuah ikatan yang akan
menentukan nasib dua anak muda? ljab kabul mungkin sudah sesuai lafaz dan
urutannya, tapi apakah kedua mempelai benarbenar memahami konsekuensi dari
ucapan yang mereka lafazkan?3°.

Pengalaman di lapangan, khususnya di KUA Beutong dan wilayah Nagan
Raya pada umumnya, menunjukkan pola yang cukup konsisten. Pernikahan yang
dilakukan di usia sangat muda, meskipun secara formal memenuhi semua rukun
nikah, cenderung lebih rapuh dan rentan terhadap berbagai masalah.
3. Syarat Sah Pernikahan dalam Islam

Selain rukun yang harus ada, pernikahan juga harus memenuhi berbagai
syarat sah agar pernikahan tersebut tidak hanya memenuhi aspek formal tapi juga
substansial. Syarat syarat ini berfungsi sebagai filter tambahan untuk memastikan
bahwa pernikahan yang dilakukan benarbenar sesuai dengan kehendak syariat dan
tidak mengandung cacat hukum yang bisa membatalkannya di kemudian hari.
Syarat sah pernikahan yang harus dipenuhi antara lain®’:

a. Calon mempelai tidak berada dalam hubungan mahram.

b. Akad dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak tanpa paksaan.

c. Wali nikah memenubhi syarat dan bertindak sesuai ketentuan syariat.

d. Saksi memenuhi syarat keadilan dan kehadiran secara langsung.

% Jafissa dan Huwanji, Peran Penyuluhan Agama..., hal.93.
37 Dea Salma Sallom, Syarat ljab Kabul Dalam Perkawinan: Ittinad Al-Majlis Dalam Akad Nikah
Perspektif Ulama Empat Madzhab, Vol. 22, no. 2 (2022): hal. 152-75.
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e. Tidak terdapat halangan syar’i seperti masih dalam masa iddah.

Dalam praktik di lapangan, khususnya pada kasus pernikahan dini,
syaratsyarat sah ini memang sering terpenuhi secara formal dan administratif.
Tidak ada hubungan mahram, ada wali yang sah, ada saksi yang memenuhi syarat,
tidak ada halangan syar'i yang nyata. Namun kalau Kkita gali lebih dalam, aspek
kerelaan yang sebenarnya sering kali masih dipertanyakan. Apakah anak
perempuan yang akan dinikahkan benarbenar rela dari hati nuraninya, ataukah dia
hanya menuruti kehendak orang tua karena takut atau merasa tidak punya pilihan
lain? Apakah calon suami yang masih sangat muda itu benarbenar siap dan rela
mengambil tanggung jawab sebesar itu, ataukah dia juga tertekan oleh situasi
yang memaksanya harus menikah?

Menurut peneliti, permasalahan utama dalam praktik pernikahan dini di
Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya bukan terletak pada tidak
terpenuhinya syarat sah pernikahan secara figh, melainkan pada pemaknaan
syaratsyarat tersebut yang masih bersifat formalistik. Pernikahan sering kali
dinilai cukup sah selama tidak ada hubungan mahram, terdapat wali dan saksi,
serta akad dilakukan sesuai ketentuan, tanpa mempertimbangkan secara serius
aspek kerelaan, kesiapan, dan kemaslahatan calon mempelai, khususnya pihak
perempuan yang masih berusia sangat muda.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti berpendapat bahwa pemenuhan syarat
sah pernikahan dalam Islam seharusnya tidak dipahami secara administratif
semata, tetapi harus dimaknai secara substansial dengan menempatkan

kemaslahatan sebagai prinsip utama. Dalam konteks ini, peran penyuluh agama
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dan KUA Kecamatan Beutong menjadi sangat penting untuk menggeser pola pikir
masyarakat dari sekadar “asal sah” menuju pemahaman bahwa pernikahan adalah
amanah besar yang menuntut kesiapan lahir dan batin. Tanpa pendekatan tersebut,
pernikahan dini akan terus berlangsung secara sah di atas kertas, namun
menyimpan potensi masalah sosial dan keluarga di kemudian hari.
4. Tujuan Pernikahan dalam Islam
Islam menetapkan tujuan pernikahan bukan sekadar untuk menghalalkan
hubungan biologis antara lakilaki dan perempuan, tapi jauh lebih mulia dan
komprehensif dari itu. Adapun tujuan pernikahan dalam Islam yaitu:*
a. Menjaga kehormatan dan akhlak.
Pernikahan berfungsi sebagai benteng dari perbuatan yang dilarang,
sebagaimana dianjurkan dalam hadits Nabi. Namun, hal ini berlaku bagi
mereka yang telah mampu secara fisik, mental, dan ekonomi, sehingga
pernikahan tidak justru menimbulkan masalah baru.
b. Membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah keluarga yang
tenang, penuh cinta, dan kasih sayang.
Tujuan pernikahan adalah membangun keluarga yang harmonis dan penuh
kasih sayang. Namun, hal ini memerlukan kematangan emosional,
sehingga pasangan yang belum siap cenderung kesulitan mewujudkannya.

c. Melanjutkan keturunan yang berkualitas.

38 Alfa Singgani dkk, Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pdanangan Hukum Islam, (2024).
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Pernikahan diharapkan menghasilkan generasi yang sehat dan berkualitas.

Hal ini membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan ekonomi, yang seringkali

belum dimiliki oleh pasangan yang menikah dini.

d. Menumbuhkan tanggung jawab sosial dan moral.

Pernikahan menuntut tanggung jawab besar dalam keluarga dan

masyarakat. Individu yang belum matang secara psikologis umumnya

belum siap menjalankan peran tersebut secara optimal.
e. Mencapai ketenangan jiwa dan kestabilan emosional.

Pernikahan idealnya menjadi sumber ketenangan dan dukungan

emosional. Namun, tanpa kematangan emosi, justru berpotensi

menimbulkan konflik dan tekanan dalam rumah tangga.

Semua tujuan mulia pernikahan dalam Islam menuntut kesiapan yang
matang dari kedua calon mempelai, meliputi kesiapan fisik, psikologis, sosial,
ekonomi, serta intelektual dan spiritual. Kesiapan tersebut diperlukan untuk
menjalani kehidupan rumah tangga, memenuhi hak dan kewajiban, serta membina
keluarga yang berkualitas. Tanpa kesiapan tersebut, pernikahan mungkin sah
secara formal, namun berpotensi gagal mencapai tujuan substantifnya®®.

Oleh karena itu, pernikahan dini yang dilakukan tanpa kesiapan yang
matang berpotensi menyimpang dari tujuan utama pernikahan dalam Islam.
Pernikahan yang seharusnya menjaga kehormatan, membentuk keluarga sakinah,
melahirkan generasi berkualitas, menumbuhkan tanggung jawab, dan memberikan

ketenangan jiwa, justru dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti konflik

39 Junita Friska dkk, Analisis Sosial Ekonomi...
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rumah tangga, risiko kesehatan, ketergantungan ekonomi, serta tekanan
psikologis. Dengan demikian, meskipun pernikahan tersebut sah secara formal,
namun berpotensi tidak mencapai tujuan substantif (maqasid) yang dikehendaki
dalam syariat.

Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa upaya pencegahan pernikahan
dini harus diarahkan pada penguatan pemahaman masyarakat mengenai tujuan
pernikahan dalam Islam secara utuh. Penyuluh agama dan pihak KUA memiliki
peran strategis untuk menanamkan kesadaran bahwa pernikahan bukan sekadar
memenuhi syarat sah, tetapi merupakan amanah besar yang bertujuan
mewujudkan kemaslahatan individu, keluarga, dan masyarakat.

5. Relevansi Syarat dan Rukun Pernikahan dengan Fenomena Pernikahan Dini

Pernikahan dipandang cukup dengan terpenuhinya rukun dan syarat sah
secara figh semata. Selama ada calon suami dan istri yang sudah baligh, ada wali,
ada saksi, dan ada ijab kabul, maka pernikahan dianggap sah dan tidak ada
masalah. Pandangan seperti ini sebenarnya tidak salah, tapi sangat tidak lengkap
dan berbahaya kalau dijadikan satusatunya ukuran®.

Islam tidak hanya menetapkan rukun dan syarat sah pernikahan secara
formal, tetapi juga menekankan aspek kemampuan (al-ba’ah) dan kemaslahatan.
Konsep al-ba’ah tidak terbatas pada kemampuan biologis, melainkan mencakup
kesiapan ekonomi, psikologis, dan tanggung jawab dalam membina keluarga. Hal

ini sejalan dengan hadits Nabi yang menganjurkan pernikahan bagi mereka yang

40 Isnaini Nurdiah dan Mirna Nur Alia Abdullah, Membangun Kesadaran Remaja...
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“mampu”, yang maknanya tidak sekadar telah baligh, tetapi juga siap secara
menyeluruh dalam menjalankan peran rumah tangga®.

Konsep kemaslahatan (maslahah) dalam Islam menegaskan bahwa setiap
hukum bertujuan menghadirkan kebaikan dan menghindari kemudharatan. Dalam
konteks pernikahan, kemaslahatan harus dipertimbangkan secara menyeluruh dan
jangka panjang, bukan hanya sesaat. Oleh karena itu, pernikahan yang secara
formal sah tetapi menimbulkan lebih banyak mudharat seperti risiko kesehatan,
terhentinya pendidikan, kemiskinan, atau perceraian tidak sejalan dengan prinsip
kemaslahatan dalam Islam*2,

Di Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, fenomena pernikahan
dini masih cukup nyata dan cenderung dipahami secara formalistik. Masyarakat
umumnya menitikberatkan pada keabsahan hukum agama, seperti halal dan sah
secara Syariat serta pencatatan di KUA, tanpa mempertimbangkan secara
mendalam aspek kesiapan fisik, mental, ekonomi, pendidikan, serta dampak
jangka panjang bagi kehidupan pasangan dan keturunannya.

Kondisi ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa ada kebutuhan
mendesak akan peran penyuluh agama yang lebih aktif dan efektif dalam
memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pernikahan. Penyuluh
agama tidak boleh hanya mengajarkan aspek formalitas hukum pernikahan, tapi
juga harus menjelaskan filosofi dan tujuan di balik hukumhukum tersebut. Mereka

harus bisa menunjukkan bahwa pernikahan yang sah secara syariat belum tentu

41 Ahmad Anshori, “Makna Baa’ah Dalam Hadis Motivasi Menikah,” Kajian Remaja, July 17,
2023.

2 Aman Santosa et al., “Survey Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan OJK,” in Otoritas Jasa
Keuangan Dan Badan Pusat Statistik, vol. 17, 2004, 302.
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ideal dari segi tujuan dan dampaknya, sebaliknya pernikahan yang ideal adalah
yang tidak hanya sah secara formal tapi juga membawa kemaslahatan nyata bagi
semua pihak yang terlibat*3,

Penyuluh agama harus bisa menjelaskan bahwa mencegah atau menunda
pernikahan dini itu bukan berarti anti syariat atau westernisasi, tapi justru
penerapan syariat yang lebih mendalam dan kontekstual. Mereka harus bisa
menunjukkan bahwa ulamaulama besar sepanjang sejarah Islam selalu
menekankan pentingnya kesiapan dan kemampuan dalam pernikahan®.

Penyuluh agama juga perlu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk
menciptakan ekosistem yang mendukung pencegahan pernikahan dini. Koordinasi
dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat untuk mengubah norma sosial yang
mendukung pernikahan dini. Kerja sama dengan sekolah untuk memberikan
pendidikan kesehatan reproduksi dan life skills kepada remaja. Kolaborasi dengan
dinas kesehatan untuk sosialisasi risiko kesehatan pernikahan dini. Sinergi dengan
dinas sosial untuk program bantuan ekonomi bagi keluarga miskin sehingga
mereka tidak perlu menikahkan anak sebagai jalan keluar dari kesulitan
ekonomi“®.

Dalam menghadapi pengajuan dispensasi nikah, KUA perlu melakukan
asesmen secara mendalam dan tidak hanya bersifat prosedural. Penting untuk

menggali alasan utama permohonan, seperti faktor kehamilan di luar nikah,

43 Kamrina, Profesionalisme Penyuluh...

4 Iglima Nur Azizah, Peran Penyuluh Agama...

4 Fauziah et al., “PROGRAM PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM METRO ISLAMIC
RELIGIOUS EXTENSION PROGRAM IN PROMOTING SOCIAL CHANGE AMONG
TRADERS AT.”
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tekanan ekonomi, atau kekhawatiran terhadap stigma sosial. Berdasarkan hasil
asesmen tersebut, perlu dipertimbangkan solusi yang lebih tepat*®.

Jika disebabkan oleh kehamilan di luar nikah, pernikahan dapat tetap
dilaksanakan dengan disertai pendampingan intensif untuk mencegah risiko
perceraian. Apabila disebabkan oleh faktor ekonomi, keluarga dapat diarahkan
pada program bantuan sosial. Sementara itu, jika dilatarbelakangi oleh
kekhawatiran terhadap aib, perlu diberikan pemahaman bahwa pernikahan dini
justru berpotensi menimbulkan masalah yang lebih besar apabila tidak didukung
kesiapan yang matang*’.

6. Implikasi terhadap Peran Penyuluh Agama

Penyuluh agama memiliki peran yang sangat strategis dan krusial dalam
meluruskan pemahaman masyarakat terkait pernikahan, khususnya pernikahan
dini. Posisi mereka unik karena berada di antara otoritas keagamaan dan
kedekatan dengan masyarakat. Penyuluh agama bisa menjadi ujung tombak yang
efektif dalam upaya pencegahan pernikahan dini melalui pendekatan yang
berbasis nilai-nilai Islam. Melalui penyuluhan yang berbasis nilai-nilai Islam,
penyuluh dapat*:

a. Menjelaskan perbedaan antara sah secara figh dan ideal secara maslahat.

Penyuluh agama perlu menekankan bahwa pernikahan yang sah secara
hukum belum tentu baik secara substansi. Islam tidak hanya mengatur halal—

haram atau sah-tidak sah, tetapi juga mempertimbangkan manfaat dan mudarat.

46 Dwiyono dan Hapsari, “Optimalisasi Peran Penyuluh Di Bidang Konseling Islam Di KUA
Wirobrajan Yogyakarta.”

47 Suryana, Strategi Penyuluhan Agama...

48 Jafissa dan Huwanji, Peran Penyuluhan Agama..., hal.92



45

Oleh karena itu, pernikahan tanpa kesiapan yang matang, meskipun sah,
berpotensi tidak sejalan dengan prinsip kemaslahatan.
b. Menanamkan pemahaman tentang tujuan pernikahan dalam Islam.

Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa pernikahan tidak hanya
untuk melegalkan hubungan, tetapi bertujuan membentuk keluarga sakinah,
mawaddah, dan rahmah, serta melahirkan generasi berkualitas. Tujuan tersebut
hanya dapat dicapai apabila didukung oleh kesiapan emosional, mental, dan sosial
yang memadai.

c. Memberikan edukasi mengenai kesiapan menikah kepada remaja dan
orang tua.

Penyuluh agama perlu memberikan edukasi yang praktis terkait kesiapan
menikah, meliputi kesiapan pendidikan, ekonomi, keterampilan hidup, serta
kematangan emosional. Selain itu, orang tua perlu disadarkan bahwa menikahkan
anak bukan sekadar mengurangi beban, tetapi merupakan tanggung jawab besar
yang harus mempertimbangkan kesiapan anak secara menyeluruh®®.

d. Mengaitkan ajaran agama dengan realitas sosial dan hukum negara.

Penyuluh agama perlu mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan
kondisi sosial serta ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penyuluh
tidak hanya berperan sebagai penyampai ajaran agama, tetapi juga sebagai agen
perubahan sosial dalam upaya meminimalisir pernikahan dini.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dalam

Islam merupakan institusi yang kompleks dan tidak hanya menekankan aspek

4% Malisi, “Pernikahan Dalam Islam.”
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keabsahan hukum (figh), tetapi juga kesiapan dan tanggung jawab yang
menyeluruh. Dalam praktiknya, pernikahan dini menunjukkan adanya
ketidaksesuaian antara konsep ideal pernikahan dalam Islam dengan realitas di
lapangan. Meskipun secara formal dapat dianggap sah, pernikahan dini sering kali
bertentangan dengan prinsip kemaslahatan karena dilakukan tanpa kesiapan yang
memadai, sehingga lebih berpotensi menimbulkan mudarat daripada manfaat.

Penulis juga menyimpulkan bahwa upaya pencegahan pernikahan dini
harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik dan melibatkan semua pihak.
Tidak cukup hanya dengan membuat aturan hukum atau melakukan penyuluhan
sesekali. Perlu ada perubahan paradigma yang mendasar dalam cara masyarakat
memandang pernikahan. Pernikahan harus dipahami bukan sebagai solusi instan
untuk berbagai masalah, tapi sebagai komitmen besar yang membutuhkan
persiapan panjang dan matang. Dan perubahan paradigma seperti ini hanya bisa
terjadi melalui edukasi yang konsisten, teladan dari tokohtokoh yang berpengaruh,
serta dukungan struktural dari pemerintah dan lembagalembaga terkait.

Pada akhirnya, pencegahan pernikahan dini harus dilandasi oleh prinsip
kemaslahatan dan pendekatan yang persuasif. Upaya ini bukan untuk membatasi,
melainkan untuk melindungi generasi muda dari berbagai risiko dan mendorong

terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

E. Landasan Normatif Dalam Islam
Landasan normatif dalam Islam menjadi dasar utama dalam memahami

konsep pernikahan serta upaya pencegahan pernikahan dini. Al-Qur’an dan Hadis
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tidak hanya mengatur keabsahan pernikahan, tetapi juga menekankan kesiapan,
tanggung jawab, dan kemaslahatan sebagai tujuan utama pernikahan. Landasan
normatif ini menjadi dasar teologis sekaligus etis dalam melihat praktik
pernikahan dini serta peran penyuluh agama dalam meminimalisirnya.

1. Surah An-Nisa ayat 21

Artinya: "Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal

sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai

suamiisteri. Dan mereka (isteriisterimu) telah ~mengambil dari kamu
perjanjian yang kuat."

Istilah mitsagan ghalizan dalam Al-Qur’an menunjukkan bahwa pernikahan
merupakan ikatan yang sangat kuat, kokoh, dan sakral. Istilah ini hanya digunakan
dalam konteks perjanjian penting, seperti antara Allah dengan para nabi dan
dalam pernikahan, yang menegaskan tingginya kedudukan pernikahan dalam
Islam. Dengan demikian, pernikahan bukan sekadar kontrak sosial, melainkan
ikatan spiritual yang mengandung tanggung jawab moral, sosial, dan religius yang
besar®C.

Dalam pernikahan dini, meskipun secara formal akad dapat dinyatakan sah,
esensi dari perjanjian yang kuat tersebut sering kali belum sepenuhnya dipahami
dan dijalankan oleh pasangan yang belum matang. Hal ini menunjukkan adanya

kesenjangan antara keabsahan formal dengan kesiapan substantif dalam menjalani

komitmen pernikahan®?.

%0 Asra Nur Hasanah Acha, “Mitsdgan Ghalizan Dan Problematika Kotemporer Dalam
Pernikahan: Kajian Tafsir Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur’an,” Al-Manhaj: Journal of Indonesian
Islamic Family Law 6, no. 1 (June 30, 2024): hal: 44..

51 Apridani dan Arisman, “Ruh Syariat Dalam Akad Pernikahan Modern: Menimbang Tujuan
Syariat Di Balik Model Akad.”
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Oleh karena itu, penyuluh agama memiliki peran penting dalam menanamkan
pemahaman tentang makna mitsagan ghalizan Kepada masyarakat, bahwa
pernikahan tidak hanya harus sah secara hukum, tetapi juga harus didasarkan pada
kesiapan yang matang sebagai fondasi dalam membangun rumah tangga yang
berkelanjutan.

2. Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21
b e I A (2l 1851 KL 5 L) Oas 5 o B3 ek 557 ol
S Ll G 2Ra Y

Arti: “Di antara tandatanda (kebesaran)Nya ialah bahwa Dia menciptakan

pasanganpasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa

tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat
tandatanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Ayat ini menegaskan dengan sangat jelas bahwa tujuan utama pernikahan
adalah tercapainya tiga hal: sakinah (ketenangan jiwa), mawaddah (cinta dan
kasih sayang), dan rahmah (rahmat dan kelembutan). Ketiga tujuan tersebut hanya
dapat terwujud apabila pasangan memiliki kematangan emosional, psikologis, dan
kemampuan dalam mengelola kehidupan rumah tangga.

Namun, dalam praktik pernikahan dini, tujuan tersebut sering sulit tercapai
karena pasangan belum memiliki kesiapan yang memadai. Ketidakmatangan
emosi dan kurangnya pengalaman hidup kerap menimbulkan konflik,
ketidakstabilan hubungan, bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi ini

menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan ideal pernikahan dalam Islam

dengan realitas yang terjadi.


https://www.google.com/search?q=Al-Qur%27an+Surat+Ar-Rum+ayat+21&sca_esv=418f5a229d96bf3a&biw=958&bih=952&sxsrf=ANbL-n4B5QARAADThgJAifdBHK6yt2Y0gA%3A1770617352858&ei=CHqJafKFNLyY4-EPzJesqAk&ved=2ahUKEwjY-ffh38uSAxWhxjgGHWraAdAQgK4QegQIARAC&uact=5&oq=%E2%80%9CDi+antara+tandatanda+%28kebesaran%29Nya+ialah+bahwa+Dia+menciptakan+pasanganpasangan+untukmu+dari+%28jenis%29+dirimu+sendiri+agar+kamu+merasa+tenteram+kepadanya.+Dia+menjadikan+di+antaramu+rasa+cinta+dan+kasih+sayang.+Sesungguhnya+pada+yang+demikian+itu+benarbenar+terdapat+tandatanda+%28kebesaran+Allah%29+bagi+kaum+yang+berpikir%E2%80%9D.&gs_lp=&sclient=gws-wiz-serp
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3. Surah An-Nisa ayat 6
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Arti: “Dan ujilah anakanak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk
menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai
memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan
janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan
dan (janganlah kamu) tergesagesa (menyerahkannya) sebelum mereka
dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah
dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa
miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut.
Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka
hendaklah kamu adakan saksisaksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.”

Ayat ini menegaskan bahwa kelayakan seseorang dalam memikul
tanggung jawab tidak hanya ditentukan oleh balagh al-nikah (kedewasaan
biologis), tetapi juga oleh rushd (kematangan dan kecakapan). Artinya, mencapai
usia baligh saja belum cukup tanpa disertai kemampuan berpikir matang,
mengelola tanggung jawab, serta mengambil keputusan secara bijak.

Konsep rushd mencakup kematangan intelektual, emosional, dan sosial.
Seseorang dapat saja telah baligh secara fisik, namun belum siap secara mental
dan psikologis. Oleh karena itu, Islam menekankan bahwa tanggung jawab besar
tidak boleh diberikan kepada individu yang belum mencapai tingkat kematangan
tersebut.

Dalam pernikahan dini, ayat ini menjadi dasar bahwa pernikahan

memerlukan kesiapan menyeluruh, bukan sekadar terpenuhinya usia atau baligh.
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Tanpa rushd, pernikahan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan.
Dengan demikian, penyuluh agama berperan penting dalam memberikan
pemahaman kepada masyarakat bahwa kesiapan menikah harus mencakup
kematangan secara menyeluruh, bukan hanya aspek biologis®2.
4. Konsep Kemampuan (Al-Ba’ah) dalam Hadis Nabi

Rasulullah SAW bersabda:

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu
(alba’ah), maka menikahlah...” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis Nabi tentang anjuran menikah bagi yang telah mampu (al-ba’ah)
sering dipahami secara sempit hanya sebagai kemampuan biologis. Padahal, para
ulama memaknai al-ba’ah secara lebih luas, mencakup kesiapan fisik, ekonomi,
mental-emosional, dan sosial dalam menjalani kehidupan rumah tangga. >

Hadis ini menegaskan bahwa pernikahan dianjurkan bagi mereka yang
telah benar-benar siap, bukan dipaksakan tanpa kesiapan yang memadai. Oleh
karena itu, jika seseorang belum memiliki kemampuan secara menyeluruh, maka

dianjurkan untuk menunda pernikahan hingga siap.

Dalam praktik pernikahan dini, kesiapan tersebut umumnya belum
terpenuhi secara optimal, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai
permasalahan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, penyuluh agama memiliki

peran penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa

52 Suryana, Strategi Penyuluhan Agama...
53 Junaidi, “Makna ‘Al-Ba’ah’ Dalam Hadis Ibnu Mas’ud,” muslim.or.id, (2024).
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kemampuan (al-ba’ah) harus dipahami secara komprehensif sebelum seseorang
memutuskan untuk menikah.
5. Prinsip Tanggung Jawab dalam Rumah Tangga

Rasulullah SAW bersabda:

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai
pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. ”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis Rasulullah  SAW menyatakan bahwa setiap individu adalah
pemimpin (ra’in) dan akan dimintai pertanggungjawaban (mas i2/) atas amanah
yang diembannya. Dalam konteks rumah tangga, suami berperan sebagai
pemimpin keluarga, sedangkan istri bertanggung jawab dalam pengelolaan rumah
tangga dan pengasuhan anak.

Konsep ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan formal,
melainkan amanah besar yang mencakup tanggung jawab ekonomi, sosial, moral,
dan spiritual. Tanggung jawab tersebut menuntut kesiapan yang matang, baik dari
segi usia, mental, maupun kemampuan menjalankan peran masing-masing.

Dalam praktik pernikahan dini, kesiapan tersebut umumnya belum
terpenuhi secara optimal. Akibatnya, pasangan cenderung mengalami kesulitan
dalam menjalankan peran dan tanggung jawab rumah tangga, yang berpotensi
menimbulkan konflik, ketidakharmonisan, hingga perceraian.

Penyuluh agama memiliki peran penting dalam menanamkan pemahaman
bahwa pernikahan adalah amanah besar yang harus dipersiapkan secara matang,
bukan sekadar memenuhi aspek keabsahan semata. Selain itu, penyuluh agama
juga berfungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial

yang berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan. Mereka dapat memberikan solusi
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yang bijak dan sesuai dengan ajaran agama, sehingga tercipta keharmonisan
dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan pendekatan yang komunikatif dan
edukatif, penyuluh agama turut berkontribusi dalam membangun Kkarakter
masyarakat yang religius, damai, dan berakhlak mulia.

Penulis memandang bahwa praktik pernikahan dini yang masih banyak
terjadi di masyarakat, termasuk di wilayah Nagan Raya, sering kali belum
sepenuhnya sejalan dengan spirit dan substansi normatif Islam. Meskipun secara
figh formal akad nikah dapat dinyatakan sah karena rukun dan syarat terpenuhi,
namun nilai-nilai  fundamental tentang kesiapan, kematangan, dan tanggung
jawab yang ditekankan dengan sangat jelas dalam Al-Qur’an dan Hadis belum
sepenuhnya terpenuhi dalam praktik pernikahan dini.

Penulis juga menilai bahwa prinsip tanggung jawab dalam rumah tangga
sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi SAW tentang kepemimpinan dan
pertanggungjawaban menuntut adanya kesadaran peran yang sangat matang dari
suami dan istri. Hadis "kullukum ra'in wa kullukum mas'ilun 'an ra'iyyatih” bukan
sekadar nasihat moral, tapi peringatan serius bahwa setiap orang akan dimintai
pertanggungjawaban di hadapan Allah tentang bagaimana dia menjalankan
amanah kepemimpinannya. Pernikahan dini yang dilakukan tanpa pemahaman
yang mendalam terhadap amanah kepemimpinan ini berpotensi sangat besar
melahirkan ketimpangan peran, pengabaian tanggung jawab yang serius,
penelantaran hakhak pasangan dan anak, serta masalah sosial yang lebih luas dan

berkelanjutan.
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Dalam perspektif penulis, landasan normatif Islam seharusnya tidak
dipahami secara tekstual, parsial, dan legalistik semata, tetapi harus dipahami
secara kontekstual, substantif, dan holistik dengan mempertimbangkan
tujuantujuan syariat (maqasid alsyari'ah) dan kemaslahatan nyata bagi manusia.
Peran penyuluh agama dalam konteks ini menjadi sangat penting, strategis, dan
bahkan krusial untuk menginternalisasikan nilai-nilai normatif tersebut ke dalam

realitas kehidupan masyarakat.



BAB Il1

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penulis membatasi ruang lingkup
penelitian yaitu di KUA Kecamatan Beutong. Sedangkan dalam penelitian ini
yang menjadi objek penelitiannya berpusat pada peran penyuluh dalam

meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Beutong.

B. Pendekatam dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian
deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini
bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang terjadi di
lapangan, khususnya terkait peran penyuluh agama dalam meminimalisir
terjadinya  pernikahan dini®*.  Penelitian deskriptif kualitatif berupaya
menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta serta
karakteristik objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh secara langsung
dari lapangan®.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu

penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian guna

% Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” Jurnal Alhadrah 7, no. 33 (2018): 88-95.
% Apriliana Apriliana dan Sukaris Sukaris, “Analisa Kualitas Layanan Pada Cv. Singoyudho
Nusantara,” Jurnal Maneksi 11, no. 2 (2022): 498-504.
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memperoleh data yang bersumber dari informan dan kondisi nyata di lapangan,

sehingga data yang dihasilkan bersifat kontekstual dan mendalam®®.

C. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan seorang narasumber atau disebut juga
informan yang dapat memberikan informasi utama yang dibutuhkan dalam
penelitian.®” Subjek penelitian merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan
didalam suatu penelitian, subjek penelitian semestinya disusun sebelum peneliti
siap dalam mengumpulkan data. Pada umumnya subjek penelitian adalah manusia
atau orang serta apa aja yang menjadi urusan manusia.>®

Subjek penelitian adalah orang yang memahami informasi mengenai
objek penelitian, baik sebagai pelaku maupun orang yang memahami objek
penelitian.®® Peran subjek penelitian adalah memberikan tanggapan dan informasi
terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti, serta memberikan masukan pada
peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang menjadi
sumber data dan memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian.
Penentuan subjek dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan
informan secara sengaja berdasarkan Kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan

penelitian.

% Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 2020.

57 Jhon W. Creswell, Research Design Pendekatan Kualitati, Kuantitatif, dan Mixed, (Yogyakarta:
Pustaka pelajar, 2010), hal. 30.

%8 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi VL, (Jakarta:
Rineka cipta, 2016), hal. 13.

%9 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2013), hal.78.
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Subjek penelitian ditetapkan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh
sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Adapun kriteria subjek penelitian
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bertugas sebagai penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Beutong

Kabupaten Nagan Raya.

2. Terlibat aktif dalam kegiatan penyuluhan keagamaan, khususnya yang
berkaitan dengan pernikahan dan pembinaan keluarga.

3. Memiliki pengalaman dalam memberikan bimbingan atau penyuluhan
kepada masyarakat.

4. Memahami kondisi sosial masyarakat Kecamatan Beutong terkait
fenomena pernikahan dini.

5. Bersedia menjadi informan dan memberikan informasi secara terbuka dan
mendalam.

Berdasarkan kriteria tersebut, peneliti menetapkan empat orang subjek
penelitian yang terdiri dari unsur pimpinan dan pelaksana di KUA Kecamatan
Beutong. Subjek pertama adalah Kepala KUA yang berperan sebagai penanggung
jawab kebijakan dan pengawasan program penyuluhan. Tiga subjek lainnya
adalah Penyuluh Agama Islam Fungsional yang secara teknis turun langsung ke
lapangan memberikan bimbingan kepada masyarakat, calon pengantin, dan

keluarga terkait pencegahan pernikahan dini.

D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian

kualitatif untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam sesuai dengan
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fokus penelitian®®. Wawancara merupakan teknik utama sekaligus satu-satunya
teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Wawancara
dilakukan secara langsung dan terstruktur kepada informan penelitian, yaitu
penyuluh agama Islam serta pihak terkait di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Beutong.

Wawancara dilakukan secara langsung dan terstruktur kepada informan
penelitian, yaitu penyuluh agama Islam dan pihak terkait di KUA Kecamatan
Beutong. Wawancara terstruktur dilakukan dengan menggunakan pedoman
wawancara yang telah disusun sebelumnya, sehingga pertanyaan yang diajukan
bersifat sistematis dan sesuai dengan fokus penelitian®. Teknik ini digunakan
untuk menggali informasi secara mendalam mengenai peran penyuluh agama,
strategi yang diterapkan, kendala yang dihadapi, serta pandangan informan terkait

upaya meminimalisir terjadinya pernikahan dini.

E. Teknik Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif deskriptif. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung
secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data hingga penarikan
kesimpulan. Model analisis yang digunakan mengacu pada konsep Miles dan
Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu:®

1. Reduksi Data

80 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif,” 2019.
61 Riski, “Penelitian BAB 3,” Journal, 2021, 1-23.
62 Rijali, “Analisis Data Kualitatif.”
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Reduksi Data vyaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, serta
penyederhanaan data mentah yang diperoleh dari lapangan agar sesuai dengan
fokus penelitian.

Penyajian Data

Penyajian Data yaitu menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif sehingga
mudah dipahami dan dianalisis.

Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan yaitu melakukan interpretasi terhadap data yang telah
dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab rumusan masalah

penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Letak Geografis KUA Kec. Bentong Kabupaten Nagan Raya

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan
Raya terletak di Jalan Nasional Lr. SMP Nomor 2, Babussalam, Kabupaten Nagan
Raya. Secara geografis, lokasi KUA Kecamatan Beutong berada di wilayah yang
memiliki karakteristik demografis masyarakat dengan latar belakang sosial,
ekonomi, dan budaya yang beragam. Wilayah Kecamatan Beutong didominasi
oleh masyarakat yang bermata pencaharian di sektor pertanian, perkebunan, serta
pekerjaan informal lainnya, yang mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat
yang masih bertumpu pada sektor primer. Pola kehidupan masyarakat yang relatif
sederhana serta kuatnya ikatan sosial dan kekeluargaan menjadi ciri khas
masyarakat di wilayah ini.

Secara fisik, KUA Kecamatan Beutong berdiri di atas lahan seluas +450
m?2 dengan luas bangunan sekitar £81 m?2. Status kepemilikan tanah KUA
Kecamatan Beutong merupakan tanah wakaf/Pemerintah Daerah, yang digunakan
secara khusus untuk mendukung pelaksanaan pelayanan keagamaan kepada
masyarakat. Jarak KUA Kecamatan Beutong ke Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Nagan Raya kurang lebih 20 kilometer, sehingga dalam pelaksanaan
koordinasi dan administrasi masih memerlukan dukungan sarana transportasi yang

memadai.
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Dalam wilayah kerjanya, KUA Kecamatan Beutong membawahi 4
kemukiman dan 24 gampong (desa) yang tersebar di berbagai wilayah kecamatan.
Jumlah gampong yang cukup banyak dengan kondisi geografis yang beragam
menjadikan KUA Kecamatan Beutong memiliki tanggung jawab pelayanan yang
luas, khususnya dalam bidang pencatatan pernikahan, bimbingan keagamaan,
serta kegiatan penyuluhan kepada masyarakat. Kondisi ini turut memengaruhi
efektivitas pelaksanaan tugas penyuluh agama, terutama dalam menjangkau
seluruh lapisan masyarakat secara merata.

2. Struktur Organisasi KUA Kec. Bentong Kabupaten Nagan Raya

Struktur organisasi Kantor Urusan Agama (O disusun untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan keagamaan secara efektif dan efisien.
Adapun struktur organisasi KUA Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya
sebagai berikut:

Gambar 4. 1
Struktur Organisasi KUA Kec. Bentong Kabupaten Nagan Raya
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3. Visi dan Misi Kantor Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Beutong Kabupaten Nagan Raya

Adapun Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Beutong

Kabupaten Bener Meriah adalah sebagai berikut:

a. Visi

Mewujudkan Masyarakat Kecamatan Beutong Yang Beriman,

Bertaqwa, Berakhlak Mulia Rukun Dan Tenteram Dalam Keluarga

b. Misi

" 4

Mewujudkan Kualitas Pelayanan Prima Dibidang Nikah, Rujuk
Berbasis Teknologi Informasi

Meningkatkan Profesionalisme Personil Kua Kecamatar Beutong
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dibidang Bp4 (Suscatin) Dan
Keluarga Yang Sakinah

Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Dan Bimbingan
Dibidang Zakat, Waras, Infagq, Sadagah Dan Ibadah Sosial
Meningkatkan Kualitas Bimbingan Informasi Dan Bimbingan
Tentang Haji Dan Umrah

Meningkatkan Informasi Tentang Produk Halal

Meningkatkan Kinerja Kemitraan Dengan Lintas Sektoral Yang
Harmonis

Meningkatkan Pemahaman Dan Pengamalan Ajaran Agama Dalam

Masyarakat Kecamatan Beutong
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c. Motto

Melayani Dengan Profesional, Amanah Dan Tulus

4. Jumlah Penduduk Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya

Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya memiliki jumlah penduduk
yang tersebar di selurunh gampong dengan karakteristik sosial dan ekonomi yang
beragam. Persebaran penduduk di Kecamatan Beutong tidak hanya terpusat di
wilayah tertentu, tetapi relatif merata di setiap gampong, sehingga memengarubhi
pola pelayanan publik, termasuk pelayanan keagamaan yang dilaksanakan oleh
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beutong.

Jumlah penduduk yang cukup besar dengan sebaran wilayah yang luas
menjadikan Kecamatan Beutong memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaan
pembinaan dan penyuluhan keagamaan. Kondisi ini menuntut peran aktif
penyuluh agama dalam menjangkau masyarakat secara menyeluruh, khususnya
dalam memberikan edukasi terkait pernikahan, pembinaan keluarga, serta upaya

pencegahan pernikahan dini.
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Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya
Desa/Kelurahan Jumlah L P Jumlah/Total
Dusun (P/L)
Babah Krueng 4 123 125 248
Blang Baro Pulo Raga 2 350 349 699
Blang Baro Rambong 6 90 109 199
Blang Dalam 3 87 97 184
Blang Leumak 3 284 289 573
Blang Mes;jid 3 93 86 179
Blang Neuang 2 233 266 499
Blang Seumot 4 143 165 308
Blang Seunong 3 142 148 290
Bumi Sari 3 116 96 212
Gunong Nagan P 467 484 951
Keude Seumot 4 558 556 1.114
Krueng Cut 9) 574 592 1.166
Kulam Jeureuneh 4 376 334 710
Kuta Jeumpa 3 162 157 329
Lhok Seumot 5 246 248 494
Meunasah Dayah 4 617 603 1.220
Meunasah Krueng 4 635 633 1.268
Meunasah Pante 4 173 185 358
Meunasah Teungoh 4 Sk 324 645
Pante Ara 3 314 268 582
Panton Bayam 3 457 447 904
Tuwi Bunta 3 419 417 836
Ujong Blang 3 310 314 624
24 M%‘ 17302 [ 14592

B. Hasil Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara
terstruktur yang dilakukan kepada empat orang informan, yaitu Kepala KUA dan
penyuluh agama di KUA Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya.

Wawancara dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data
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yang mendalam dan relevan. Berdasarkan data yang diperoleh, maka hasil
penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Gambaran Pernikahan Dini Ditinjau Dari Aspek Psikologis, Sosial, Dan
Ekonomi

Kepala KUA Bapak Mj menyampaikan bahwa:
“Kalau ditanya soal pernikahan dini, sebenarnya memang ada
dampaknya, dan itu tidak selalu negatif. Ada juga sisi positifnya.
Misalnya, ada pasangan yang setelah menikah jadi lebih bertanggung
jawab, lebih dewasa, dan lebih fokus menjalani kehidupan. Apalagi kalau
didukung keluarga, mereka bisa saling menguatkan. Tapi di sisi lain,
dampak negatifnya juga cukup besar. Biasanya yang menikah di usia
muda itu belum siap secara mental dan ekonomi. Jadi sering terjadi
konflik dalam rumah tangga, masalah ekonomi, bahkan sampai
perceraian. Selain itu, dari segi sosial juga mereka kadang belum siap
beradaptasi dengan lingkungan dan peran barunya. Jadi bisa dibilang,
pernikahan dini ini memang ada dua sisi. Ada yang bisa berjalan baik,
tapi banyak juga yang justru menimbulkan masalah, apalagi kalau
dilakukan tanpa kesiapan yang matang”

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti menyimpulkan ada beberapa
dampak yang dihadapi oleh pernikahan dini baik dari sisi positif ataupun sisi
negatif yaitu:

1. Dampak Postif
a) Dampak psikologis

Dari aspek psikologis, pernikahan dini dalam kondisi tertentu dapat

mendorong pasangan belajar bertanggung jawab, mengelola emosi, serta

mengembangkan kedewasaan dalam menghadapi masalah rumah tangga.

Selain itu, pernikahan juga dapat memberikan rasa aman dan dukungan

emosional, terutama jika didukung oleh keluarga dan lingkungan.

Hal ini dipertegas melalui wawancara oleh lbu Dm yang menyatakan

bahwa:
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“Kalau dari segi psikologis, biasanya ada pasangan yang setelah
menikah jadi lebih belajar bertanggung jawab. Mereka mulai belajar
mengatur emosi dan menghadapi masalah rumah tangga. Selain itu,
pernikahan juga bisa memberi rasa aman dan dukungan emosional,

apalagi kalau keluarga ikut mendukung”.

b)

Dampak Ekonomi
Hasil wawancara dari Ibu Dw:

“Dari segi ekonomi, biasanya pernikahan dini juga bisa memotivasi,
terutama suami, untuk lebih giat bekerja karena sudah punya tanggung
jawab keluarga. Di awal-awal, biasanya masih dibantu oleh keluarga,
tapi lama-lama mereka juga belajar mengatur keuangan sendiri”.

Dampak Sosial
Hasil wawancara dari Ibu My:

“Kalau dari sisi sosial, pernikahan dini kadang bisa mempererat
hubungan antar keluarga. Di masyarakat juga biasanya dianggap lebih
baik karena sudah menikah secara sah sesuai norma agama. Bahkan
dalam beberapa kondisi, pernikahan juga dianggap bisa mencegah
perilaku menyimpang, apalagi kalau ada pengawasan dari keluarga”.

2. Dampak Negatif

a)

b)

Dampak Psikologis
Kepala KUA Bapak Mj menjelaskan bahwa:

“Kalau untuk dampak negatif pernikahan dini, memang cukup banyak
yang terjadi di lapangan. Dari segi psikologis, biasanya pasangan yang
menikah di usia muda itu belum siap secara emaosional. Mereka masih
dalam tahap perkembangan, jadi belum bisa mengelola emosi dengan
baik. Akibatnya, hal-hal kecil sering jadi masalah besar, seperti
cemburu berlebihan atau tidak bisa menerima nasihat pasangan,
sehingga sering terjadi pertengkaran dan akhirnya datang ke KUA
untuk minta bimbingan”.

Dampak Ekonomi
Hasil wawancara Ibu Dm mengatakan bahwa:

“Kalau dari segi ekonomi, umumnya pasangan yang menikah dini
belum punya pekerjaan tetap. Pendidikan dan keterampilan yang
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terbatas membuat mereka hanya bisa bekerja di sektor dengan
penghasilan rendah dan tidak menentu. Kondisi ini semakin berat
ketika sudah punya anak, sementara kebutuhan terus meningkat.
Akhirnya, banyak yang masih bergantung pada orang tua, dan hal ini
sering menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Tekanan ekonomi
juga bisa memicu stres, pertengkaran, bahkan dalam beberapa kasus
sampai kekerasan”.

c) Dampak Sosial

Sementara itu, Ibu My menyebutkan bahwa:

“Dari sisi sosial juga ada dampaknya. Setelah menikah, mereka harus
beradaptasi dengan peran baru sebagai suami atau istri, sehingga
interaksi dengan teman sebaya jadi terbatas. Banyak juga yang
kesulitan menyesuaikan diri dengan keluarga pasangan, apalagi kalau
masih tinggal dengan orang tua, yang kadang memicu konflik. Selain
itu, di masyarakat juga masih ada stigma, terutama kepada perempuan
yang menikah muda, sehingga memengaruhi kepercayaan diri dan
posisi sosial mereka”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa
dampak negatif pernikahan dini lebih dominan dan bersifat kompleks, mencakup
aspek psikologis, sosial, dan ekonomi. Dari aspek psikologis, ketidakmatangan
emosi pasangan menyebabkan sulitnya mengelola konflik rumah tangga. Dari
aspek sosial, pasangan yang menikah dini cenderung mengalami keterbatasan
interaksi, kesulitan beradaptasi, serta menghadapi stigma masyarakat. Sementara

dari aspek ekonomi, rendahnya pendidikan dan keterampilan berdampak pada

ketidakstabilan penghasilan serta ketergantungan pada orang tua.
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2. Peran Penyuluh Agama KUA Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan
Raya
Berdasarkan wawancara dengan salah satu informan yang merupakan
Ketua Penyuluh Agama Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, Bapak Mj
menyatakan bahwa:

“Prosedur penanganan pendaftaran nikah bagi pasangan di bawah umur
dilakukan secara ketat di KUA. Proses diawali dengan pemeriksaan
dokumen identitas seperti KTP, NIK, ijazah, dan akta kelahiran. Jika
ditemukan bahwa calon pengantin belum mencapai usia minimal 19
tahun, pihak KUA akan menerbitkan surat penolakan resmi. Surat
penolakan tersebut nantinya menjadi dasar hukum bagi pemohon untuk
mengajukan Dispensasi Nikah ke Mahkamah Syar’iyah atau Pengadilan
Agama. Kantor Urusan Agama (KUA) baru diperbolehkan melaksanakan
pernikahan tersebut apabila telah ada putusan resmi dari pengadilan
yang memberikan izin atau dispensasi bagi pasangan yang
bersangkutan”.

Selanjutnya Bapak Mj juga mengatakan bahwa:

“Kalau di KUA, kami memang punya peran penting di masyarakat.

Pertama, melalui penyuluhan keagamaan, terus bimbingan perkawinan

dan pendampingan kepada calon pengantin dan orang tua”.

Berikut ini beberapa Peran penyuluh agama di KUA Kecamatan Beutong
Kabupaten Nagan Raya hasil penelitian berdasarkan wawancara melalui Bapak
Mj:

a. Penyuluhan Keagamaan

Hasil wawancara dengan Ibu My:

“Penyuluh agama secara rutin memberikan penyuluhan kepada

masyarakat terkait batas usia minimal perkawinan serta pentingnya

kesiapan dalam menikah. Informan menjelaskan bahwa dalam kegiatan
penyuluhan tersebut, masyarakat diberikan pemahaman tentang tujuan

pernikahan dalam Islam, kesiapan mental dan psikologis, serta risiko
yvang dapat timbul apabila menikah di usia dini.”
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b. Penyuluhan Keagamaan

Berdasarkan wawancara dengan lbu Dw:

“Penyuluh agama memberikan bimbingan perkawinan kepada calon

pengantin sebagai upaya pencegahan pernikahan dini. Dalam kegiatan

ini, penyuluh memberikan materi terkait hak dan kewajiban suami istri,
kesiapan usia dan emosi, serta konsekuensi hukum dan sosial dari
pernikahan. Informan juga menyebutkan bahwa bimbingan ini menjadi
sarana untuk menilai kesiapan calon pengantin sebelum menikah”.

c. Pendampingan kepada calon pengantin dan orang tua

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dm:
“Penyuluh agama melakukan pendampingan melalui konseling kepada
calon pengantin dan orang tua. Pendampingan ini bertujuan untuk
memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai dampak pernikahan
dini dari aspek psikologis, sosial, dan ekonomi. Pendekatan yang
digunakan bersifat persuasif dan kekeluargaan agar masyarakat tidak
terburu-buru menikahkan anak”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyuluh
agama di KUA Kecamatan Beutong memiliki peran yang cukup penting dalam
meminimalisir pernikahan dini, yang diwujudkan melalui kegiatan penyuluhan
keagamaan, bimbingan perkawinan, serta pendampingan kepada calon pengantin
dan orang tua. Peran tersebut dilakukan secara preventif dan persuasif guna
meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya
kesiapan dalam pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Beutong
Kabupaten Nagan Raya Bapak Mj, diperoleh informasi bahwa:

“Yaa... KUA ini sebenarnya ada empat program utama yang sering

dilaksanakan agar tidak terjadi pernikahan dini di masyarakat.

Programnya itu sosialisasi hukum perkawinan, bimbingan calon

pengantin (suscatin), konseling keluarga, serta edukasi keagamaan
terintegrasi’”.
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Kemudian di pertegas dengan pernyataan lbu My:

“Kalau di KUA Kecamatan Beutong sendiri, ada beberapa program yang

kami jalankan untuk meminimalisir pernikahan dini. Yang pertama itu

sosialisasi hukum perkawinan, biasanya kami sampaikan ke masyarakat

tentang batas usia menikah sesuai Undang-Undang, jadi minimal 19

tahun, sekaligus kami jelaskan juga pentingnya kesiapan mental, fisik, dan

tanggung jawab dalam pernikahan. Selain itu ada juga bimbingan calon
pengantin atau suscatin, di situ calon pengantin kami beri pembekalan,
seperti hak dan kewajiban suami istri, cara menghadapi konflik, sampai
kesiapan membangun rumah tangga. Kami juga ada layanan konseling
keluarga, jadi kalau ada calon pengantin atau orang tua yang masih ragu,
atau ada masalah rumah tangga, bisa datang untuk konsultasi. Di situ
kami arahkan secara baik-baik, terutama terkait dampak pernikahan dini.

Terakhir, kami juga menyisipkan edukasi lewat kegiatan keagamaan

seperti pengajian atau majelis taklim, jadi tidak selalu formal. Dengan

cara itu, masyarakat lebih mudah menerima karena disampaikan dalam
kegiatan yang sudah biasa mereka ikuti”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa
penyuluh agama di KUA Kecamatan Beutong memiliki peran yang cukup aktif
dan strategis dalam meminimalisir pernikahan dini melalui berbagai program
yang bersifat edukatif dan preventif. Program-program yang dilakukan, seperti
sosialisasi hukum perkawinan, bimbingan calon pengantin, konseling keluarga,
serta edukasi keagamaan terintegrasi, menunjukkan adanya upaya yang sistematis
dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat.

Menurut peneliti, pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat formal,
tetapi juga persuasif dan kontekstual melalui kegiatan keagamaan yang dekat
dengan masyarakat. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mendukung efektivitas
penyuluhan, karena pesan yang disampaikan lebih mudah diterima dan dipahami.
Dengan demikian, peran penyuluh agama tidak hanya sebagai penyampai

informasi, tetapi juga sebagai pembimbing dan agen perubahan sosial dalam

upaya mencegah terjadinya pernikahan dini.
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3. Faktor Penghambat Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan
Dini Di KUA Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya
Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, faktor penghambat
yang dihadapi penyuluh agama dalam upaya meminimalisir pernikahan dini di
KUA Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dapat dijabarkan sebagai
berikut:
a. Kondisi Geografis dan Cuaca
Salah satu informan lbu My selaku Anggota Penyuluh Agama Islam KUA
Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, bahwa menyampaikan bahwa:
“Ketika musim hujan, akses jalan menuju beberapa desa menjadi rusak
dan berlumpur. Kondisi ini menyebabkan penyuluh kesulitan untuk
menjangkau masyarakat di daerah-daerah tersebut secara teratur. Ketika
musim kemarau pun tetap ada tantangan, seperti jalan berdebu dan
kondisi kendaraan yang cepat rusak karena medan yang berat. Selain itu
jarak antar desa juga lumayan jauh, sedangkan kami pentluh Agama
biasanya bertugas sampe 3-6 Desa .

Selain itu dipertegas lagi dengan pendapat Informan Ibu Dm, bahwa:
“Jarak antara satu desa dengan desa lainnya bisa mencapai beberapa
kilometer, bahkan ada yang memerlukan waktu tempuh lebih dari satu
jam. Dengan beban kerja yang sedemikian besar dan wilayah yang luas,
penyuluh menghadapi dilema antara harus menjangkau semua wilayah
atau fokus pada beberapa desa saja dengan intensitas lebih tinggi”.

b. Keterbatasan sumber daya manusia
Seperti yang dikatan oleh Ibu My selaku Pengelola Penyuluh Agama Islam
KUA Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, bahwa:
“Setiap penyuluh harus menangani wilayah yang sangat luas dengan
beban kerja yang berat. Mereka tidak hanya bertugas melakukan
penyuluhan tentang pencegahan pernikahan dini, tetapi juga harus
menangani berbagai program keagamaan lainnya seperti bimbingan

keluarga sakinah, pembinaan majelis taklim, pengelolaan zakat, dan
program-program lain yang menjadi tugas dan fungsi penyuluh agama.
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Multitasking ini menyebabkan fokus terhadap satu program tertentu,
termasuk pencegahan pernikahan dini, menjadi terpecah’.

c. Permasalahan administrasi calon pengantin
Kepala KUA Bapak Mj. menyebutkan bahwa:

“salah satu kendala yang dihadapi adalah perbedaan data administrasi
calon pengantin. Masalah ini mungkin terlihat sepele, namun sebenarnya
memiliki dampak yang cukup besar dalam upaya pencegahan pernikahan
dini. Terkadang ada banyak masyarakat yang data di KTP dan ljazahnya
tidak sinkron”.

Berdasarkan penelitian kondisi ini menyulitkan penyuluh dalam
melakukan identifikasi awal terhadap calon pengantin yang berpotensi menikah di
usia dini. Penyuluh tidak bisa dengan mudah mendeteksi kasus-kasus yang perlu
mendapat perhatian khusus. Ketika data tidak akurat, upaya preventif menjadi
terhambat karena informasi yang dimiliki tidak reliable.

d. Faktor sosial dan budaya

Ibu Dm menjelaskan bahwa:

“Sebagian masyarakat masih memiliki pola pikir tradisional dan belum

memahami dampak negatif dari pernikahan dini. Akibatnya, tidak semua

warga dapat menerima penyuluhan dengan baik, bahkan ada yang
menolak atau acuh tak acuh terhadap program yang dijalankan .

e. Sarana dan prasana
Kepala KUA Bapak Mj mengungkapkan bahwa

“Penyuluh sering menggunakan kendaraan pribadi dengan kondisi jalan
yang cukup sulit, sehingga ketika kendaraan bermasalah, kegiatan
penyuluhan terpaksa ditunda. Hal ini berdampak pada ketidakstabilan
Jjadwal dan menurunnya partisipasi Masyarakat”.

Dipertegas oleh Ibu Dw bahwa:

“Keterbatasan media penyuluhan seperti brosur, alat visual, serta
minimnya pemanfaatan teknologi digital membuat penyampaian materi
kurang maksimal. Keterbatasan ruang konseling juga menjadi hambatan
dalam memberikan pendampingan secara optimal”.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, penulis
menyimpulkan bahwa faktor penghambat dalam upaya meminimalisir pernikahan
dini di KUA Kecamatan Beutong bersifat kompleks dan saling berkaitan. Faktor
geografis dan cuaca menjadi kendala utama dalam menjangkau wilayah yang luas
dan sulit diakses. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan
beban kerja penyuluh menjadi tinggi sehingga pelaksanaan program tidak dapat
berjalan optimal. Permasalahan administrasi juga turut menghambat proses
identifikasi calon pengantin yang berpotensi menikah dini, sementara faktor sosial
dan budaya masyarakat yang masih berpola pikir tradisional menyebabkan
rendahnya penerimaan terhadap penyuluhan. Di sisi lain, keterbatasan sarana dan
prasarana, seperti transportasi dan media pendukung, berdampak langsung pada
efektivitas kegiatan penyuluhan. Menurut penulis, berbagai faktor tersebut
menunjukkan bahwa upaya pencegahan pernikahan dini tidak hanya bergantung
pada peran penyuluh agama, tetapi juga memerlukan dukungan dari berbagai
aspek, baik dari segi infrastruktur, sumber daya manusia, maupun perubahan pola

pikir masyarakat secara berkelanjutan.
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C. Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji hasil
temuan di lapangan yang diperoleh melalui wawancara, kemudian dianalisis dan
dikaitkan dengan teori serta konsep yang relevan dengan fokus penelitian.:

1. Gambaran Pernikahan Dini Ditinjau Dari Aspek Psikologis, Sosial, Dan
Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini di Kecamatan
Beutong Kabupaten Nagan Raya memiliki dampak yang kompleks dan
multidimensional, baik yang bersifat positif maupun negatif. Hal ini dapat
dipahami melalui teori ekologi perkembangan Bronfenbrenner yang menekankan
bahwa keputusan individu dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, sosial, budaya,
dan ekonomi.

1. Dampak Positif
a. Dampak Psikologis
Dari aspek psikologis, hasil wawancara menunjukkan bahwa pernikahan
dini dalam kondisi tertentu dapat mendorong pasangan untuk belajar
bertanggung jawab, mengelola emosi, serta mengembangkan kedewasaan
dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga. Temuan ini sejalan
dengan teori perkembangan psikososial Erikson, yang menjelaskan bahwa
individu yang berhasil menavigasi tantangan peran baru dalam hidupnya
dapat mengalami percepatan kedewasaan, meskipun hal tersebut tidak selalu

berlangsung tanpa risiko.
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b. Dampak Sosial
Dari aspek sosial, pernikahan dini pada masyarakat Kecamatan Beutong
dinilai dapat mempererat hubungan antar keluarga serta memberikan
pengakuan sosial karena dianggap sesuai dengan norma agama dan adat
yang berlaku. Dalam kondisi tertentu, pernikahan juga dipandang sebagai
upaya pencegahan perilaku menyimpang di kalangan remaja, terutama
ketika disertai pengawasan dan pembinaan dari keluarga. Hal ini
mencerminkan fungsi kontrol sosial pernikahan sebagaimana dijelaskan
oleh Durkheim, yang menyatakan bahwa institusi pernikahan berperan
dalam menjaga keteraturan sosial dan mengintegrasikan individu ke dalam
norma komunitas.

c. Dampak Ekonomi
Dari aspek ekonomi, pernikahan dini dinilai dapat memotivasi pasangan,
khususnya suami, untuk lebih giat bekerja dalam memenuhi tanggung jawab
keluarga. Dukungan dari keluarga pada tahap awal pernikahan juga
membantu pasangan dalam belajar mengelola keuangan secara mandiri.
Temuan ini sejalan dengan teori kebutuhan Maslow, yang menyatakan
bahwa tanggung jawab yang dirasakan individu terhadap pemenuhan
kebutuhan dasar keluarga dapat menjadi motivasi yang kuat untuk

mendorong produktivitas dan kemandirian ekonomi.
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2. Dampak Negatif
a. Dampak Psikologis
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak negatif pernikahan dini dari
aspek psikologis jauh lebih dominan. Pasangan yang menikah di usia dini
umumnya belum memiliki kematangan emosi yang memadai untuk
menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga. Hal-hal sederhana seperti
kecemburuan berlebihan dan ketidakmampuan menerima nasihat pasangan
kerap menjadi pemicu konflik yang tidak terselesaikan dengan bijak,
sehingga banyak pasangan muda yang datang ke KUA untuk meminta
bimbingan. Kondisi ini relevan dengan temuan Santrock, yang menjelaskan
bahwa remaja masih berada dalam tahap perkembangan formal operasional
yang belum sepenuhnya matang, sehingga kemampuan pengambilan
keputusan dan pengelolaan emosi mereka belum setara dengan individu
dewasa.
b. Dampak Sosial

Dari aspek sosial, pernikahan dini menyebabkan pasangan mengalami
keterbatasan interaksi sosial akibat tuntutan peran baru sebagai suami atau
istri yang menyita perhatian dan waktu. Kesulitan beradaptasi dengan
keluarga pasangan, terutama ketika masih tinggal bersama orang tua, juga
kerap menjadi sumber konflik rumah tangga. Selain itu, stigma sosial
terhadap perempuan yang menikah muda turut memengaruhi kepercayaan
diri dan posisi sosial mereka di masyarakat. Temuan ini sejalan dengan teori

labeling Becker, yang menjelaskan bahwa stigma yang dilekatkan oleh
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masyarakat terhadap individu dapat secara signifikan mempengaruhi citra
diri dan pola interaksi sosial individu tersebut dalam jangka panjang.
c. Dampak Ekonomi

Dari aspek ekonomi, pasangan yang menikah dini umumnya belum
memiliki pekerjaan tetap akibat rendahnya tingkat pendidikan dan
keterampilan, sehingga hanya mampu mengakses pekerjaan dengan
penghasilan rendah dan tidak menentu. Temuan ini sejalan dengan teori
human capital Becker, yang menegaskan bahwa tingkat pendidikan dan
keterampilan seseorang berbanding lurus dengan kapasitas ekonominya.
Ketika pernikahan dini memutus akses individu terhadap pendidikan, maka
secara langsung hal tersebut mengurangi modal manusia yang dimiliki,
sehingga berdampak pada ketidakstabilan ekonomi jangka panjang yang

sulit untuk diperbaiki.

2. Peran Penyuluh Agama KUA Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan
Raya

Berdasarkan hasil penelitian, penyuluh agama KUA Kecamatan Beutong
menjalankan tiga peran utama, vyaitu penyuluhan keagamaan, bimbingan
perkawinan, dan pendampingan kepada calon pengantin serta orang tua.

Temuan ini sejalan dengan konsep peran sosial yang dikemukakan oleh
Soekanto yang menyatakan bahwa seseorang yang menempati posisi tertentu
dalam struktur sosial diharapkan menjalankan fungsi sesuai dengan norma dan

harapan masyarakat. Dalam hal ini, penyuluh agama tidak hanya menjalankan
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fungsi normatif sebagai penyampai ajaran agama, tetapi juga mengemban fungsi
transformatif sebagai agen perubahan sosial yang aktif mendorong masyarakat
menuju pola pikir yang lebih adaptif terhadap ketentuan hukum.

Peran penyuluhan keagamaan yang dilakukan selaras dengan pandangan
Hamalik yang menyatakan bahwa pendidikan dan penyuluhan yang efektif tidak
sekadar mentransfer pengetahuan, melainkan juga membentuk sikap dan perilaku
sasaran. Penyuluh agama di KUA Kecamatan Beutong tidak hanya
menyampaikan ketentuan UU No. 16 Tahun 2019 secara normatif, tetapi juga
mengintegrasikannya dengan nilai-nilai Islam seperti konsep kemaslahatan dan
kesiapan dalam berumah tangga. Pendekatan ini mencerminkan prinsip dakwah
bil hikmah, yakni menyampaikan pesan keagamaan dengan cara yang bijaksana
dan sesuai dengan kondisi masyarakat.

Sementara itu, peran pendampingan melalui konseling dan komunikasi
interpersonal sejalan dengan teori komunikasi persuasif yang dikemukakan oleh
Hovland bahwa perubahan sikap seseorang lebih mudah terjadi ketika pesan
disampaikan secara personal, empatik, dan relevan dengan kondisi penerima
pesan. Melalui pendekatan kekeluargaan dan persuasif, penyuluh berupaya
mengubah pola pikir orang tua yang masih menganggap pernikahan dini sebagai
hal yang wajar, tanpa menimbulkan resistensi sosial. Melalui konseling, penyuluh
agama dapat membantu individu atau kelompok dalam memahami dan mengatasi
berbagai permasalahan hidup, baik yang berkaitan dengan aspek spiritual, sosial,

maupun psikologis. Pendekatan ini dilakukan secara empatik, dengan



78

mendengarkan secara aktif serta memberikan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai

ajaran agama.

3. Faktor Penghambat Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan
Dini di KUA Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penyuluh agama dalam
meminimalisir pernikahan dini di KUA Kecamatan Beutong dihadapkan pada
berbagai hambatan yang saling berkaitan satu sama lain. Hambatan tersebut
mencakup kondisi geografis yang sulit, keterbatasan sumber daya manusia,
permasalahan administrasi, faktor sosial budaya, serta minimnya sarana dan
prasarana pendukung.

Berbagai hambatan tersebut dapat dipahami melalui teori implementasi
kebijakan yang dikemukakan oleh Edward Ill, yang menyatakan bahwa
keberhasilan implementasi suatu program dipengaruhi oleh empat faktor utama,
yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam konteks
penelitian ini, hampir seluruh faktor yang dikemukakan Edward IIl terbukti
menjadi titik lemah dalam pelaksanaan program pencegahan pernikahan dini di
KUA Kecamatan Beutong. Dari sisi sumber daya, keterbatasan jumlah penyuluh
yang harus menjangkau 3 hingga 6 desa dengan kondisi geografis yang berat dan
cuaca yang tidak menentu menyebabkan tidak semua wilayah dapat terlayani
secara merata. Beban kerja yang tinggi karena penyuluh juga harus mengelola
berbagai program keagamaan lain seperti bimbingan keluarga sakinah, pembinaan
majelis taklim, dan pengelolaan zakat semakin mengurangi fokus terhadap

program pencegahan pernikahan dini. Dari sisi komunikasi, keterbatasan media
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penyuluhan, minimnya pemanfaatan teknologi digital, serta terbatasnya ruang
konseling menyebabkan penyampaian pesan kepada masyarakat menjadi kurang
optimal. Sementara itu, ketidaksesuaian data administrasi calon pengantin antara
KTP dan ijazah memperlemah struktur verifikasi yang seharusnya menjadi garis
pertahanan pertama dalam mendeteksi potensi pernikahan di bawah umur, bahkan
membuka celah bagi manipulasi dokumen oleh pihak-pihak yang ingin
menghindari ketentuan hukum yang berlaku.

Lebih jauh, hambatan sosial budaya yang paling mendasar dalam
penelitian ini dapat dijelaskan melalui teori konstruksi sosial realitas Berger dan
Luckmann, yang menyatakan bahwa nilai dan norma sosial terbentuk melalui
proses internalisasi yang berlangsung secara turun-temurun sehingga menjadi
bagian dari sistem keyakinan masyarakat yang sulit diubah. Pola pikir tradisional
yang menganggap pernikahan dini sebagai hal yang wajar dan bahkan perlu
dilestarikan masih mengakar kuat di sebagian masyarakat Kecamatan Beutong,
sehingga tidak semua warga dapat menerima program penyuluhan dengan
terbuka, bahkan ada yang menolak atau bersikap acuh tak acuh. Kondisi ini
menunjukkan bahwa hambatan terbesar bukan semata-mata bersifat teknis dan
administratif, melainkan juga menyangkut dimensi nilai dan budaya yang
membutuhkan pendekatan jangka panjang, konsisten, dan adaptif agar perubahan

pola pikir masyarakat dapat terwujud secara berkelanjutan.



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Penyuluh

Agama dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dini di KUA Kecamatan

Beutong Kabupaten Nagan Raya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan

sebagai berikut:

1. Peran penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan dini di KUA
Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya telah dilaksanakan secara cukup
optimal melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti penyuluhan keagamaan,
bimbingan calon pengantin (suscatin), pendampingan kepada calon pengantin
dan orang tua, serta layanan konseling keluarga. Penyuluh agama tidak hanya
berperan sebagai penyampai ajaran agama, tetapi juga sebagai agen perubahan
sosial yang memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya
kesiapan fisik, mental, emosional, dan ekonomi sebelum menikah. Program-
program yang dilaksanakan terbukti mampu meningkatkan pemahaman
masyarakat serta menekan angka pernikahan dini, yang ditunjukkan dengan
tidak ditemukannya kasus pernikahan di bawah umur pada tahun 2024.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan peran penyuluh agama meliputi
beberapa aspek, yaitu kondisi geografis dan cuaca yang menyulitkan akses ke
desa-desa, keterbatasan jumlah dan waktu penyuluh, permasalahan
administrasi data calon pengantin, faktor sosial budaya masyarakat yang

masih mempertahankan pola pikir tradisional, keterbatasan sarana dan
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prasarana, tingkat kesadaran masyarakat yang beragam, serta kurang
optimalnya dukungan kelembagaan dan koordinasi antar instansi. Faktor
sosial budaya menjadi hambatan paling dominan karena berkaitan dengan
nilai, norma, dan tradisi yang telah mengakar kuat dalam masyarakat.

3. Gambaran pernikahan dini dari aspek psikologis, sosial, dan ekonomi
menunjukkan bahwa pernikahan dini memiliki dampak yang kompleks. Dari
aspek psikologis, pasangan cenderung belum matang secara emosional
sehingga rentan terhadap konflik rumah tangga. Dari aspek sosial, pasangan
mengalami keterbatasan interaksi sosial dan kesulitan beradaptasi dalam
lingkungan keluarga maupun masyarakat. Dari aspek ekonomi, sebagian besar
pasangan belum memiliki pekerjaan tetap sehingga kondisi ekonomi tidak
stabil dan masih bergantung pada orang tua. Meskipun demikian, dalam
kondisi tertentu pernikahan dini juga dapat memberikan dampak positif,
seperti tumbuhnya rasa tanggung jawab dan dukungan sosial, apabila disertai

dengan pembinaan dan pendampingan yang baik.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti
memberikan beberapa saran sebagai berikut:
1. Bagi KUA Kecamatan Beutong, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas
dan intensitas program penyuluhan, khususnya dalam pencegahan pernikahan
dini, dengan memperluas jangkauan ke desa-desa terpencil serta

memanfaatkan media digital sebagai sarana edukasi masyarakat.
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2. Bagi penyuluh agama, diharapkan dapat mengembangkan metode penyuluhan
yang lebih inovatif, komunikatif, dan sesuai dengan karakteristik masyarakat
setempat, serta meningkatkan pendekatan persuasif dan kultural agar pesan
yang disampaikan lebih mudah diterima.

3. Bagi pemerintah daerah dan instansi terkait, diharapkan dapat meningkatkan
dukungan dalam bentuk penambahan jumlah penyuluh agama, penyediaan
sarana dan prasarana yang memadai, serta memperkuat koordinasi lintas
sektor, seperti dengan dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan pemerintah desa
dalam upaya pencegahan pernikahan dini.

4. Bagi masyarakat, khususnya orang tua, diharapkan dapat meningkatkan
kesadaran akan pentingnya kesiapan anak sebelum menikah, serta tidak
menjadikan pernikahan dini sebagai solusi atas permasalahan ekonomi
maupun sosial.

5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam
mengenai strategi pencegahan pernikahan dini dengan pendekatan yang lebih
luas, seperti pendekatan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi

masyarakat.
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PEDOMAN WAWANCARA
Judul Peran Penyuluh Agama dalam Meminimalisir Terjadinya
Pernikahan Dini
Nama Manisya Sofia Rana
NIM 19042087
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam
No | Variabel Indikator Pertanyaan Wawancara
1 | Peran Peran 1. Program atau kegiatan apa saja yang
Penyuluh penyuluh dilakukan oleh penyuluh agama dalam
Agama agama dalam upaya meminimalisir pernikahan dini?
meminimalisi | 2. Bagaimana peran penyuluh agama
r pernikahan dalam pelaksanaan program atau
dini di KUA kegiatan tersebut?
Kecamatan 3. Metode apa yang digunakan penyuluh
Beutong agama dalam menyampaikan
Kabupaten penyuluhan terkait pernikahan dini
Nagan Raya kepada masyarakat?

4. Bagaimana bentuk keterlibatan
penyuluh agama dalam memberikan
bimbingan atau pendampingan kepada
remaja dan orang tua?

5. Sejauh mana efektivitas program
tersebut dalam menekan angka
pernikahan dini menurut pandangan
penyuluh agama?

2 | Meminimalisir | Faktor 1. Faktor apa saja yang menyebabkan
Terjadinya penghambat terjadinya  pernikahan  dini  di
Pernikahan penyuluh Kecamatan Beutong?
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Dini.

agama dalam
meminimalisi
r pernikahan
dini di KUA
Kecamatan
Beutong
Kabupaten
Nagan Raya

Kendala apa saja yang dihadapi dalam
upaya meminimalisir pernikahan dini?
Bagaimana tingkat kesadaran dan
partisipasi masyarakat ~ terhadap
program pencegahan pernikahan dini?
Bagaimana dampak pernikahan dini
terhadap aspek psikologis, sosial, dan
ekonomi pasangan?

Bagaimana = perkembangan  angka
pernikahan dini di wilayah Kecamatan
Beutong setelah adanya program

penyuluhan?

Gambaran
pernikahan
dini  ditinjau
dari  aspek
psikologis,
sosial,  dan

ekonomi

Bagaimana dampak pernikahan dini
terhadap kesiapan psikologis pasangan
menurut pandangan penyuluh agama?
Bagaimana pengaruh pernikahan dini
terhadap kehidupan sosial pasangan

dan keluarga?

. Bagaimana kondisi ekonomi pasangan

yang menikah dini dilihat dari
pengalaman penyuluh agama di
lapangan?

Masalah apa saja yang paling sering
muncul pada pasangan yang menikah
di usia dini?

Bagaimana peran penyuluh agama
dalam  memberikan  pemahaman
kepada masyarakat terkait dampak-

dampak tersebut?




Data Pribadi

Nama Lengkap
Tempat / Tanggal Lahir
Jenis Kelamin

Agama

Kebangsaan / Suku
Pekerjaan

Jurusan

Alamat

Data Orang Tua
Nama Ayah
Pekerjaan Ayah
Nama Ibu
Pekerjaan Ibu

Alamat

Riwayat Pendidikan
SD Negeri Alue Bata
SMP Negeri 7 Kuala

SMA Negeri 1 Seunagan
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